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RINGKASAN 

Kualitas Pelayanan Perizinan Bagi Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan 

Pedurungan Kota Semarang; Tommi Indracesar, 150910201040; 2019;92 

halaman; Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Jember. 

Keberhasilan dalam pelaksanaan otonomi daerah sangat ditentukan oleh 

ekonomi dan administrasi pemerintahan. Guna menciptakan pelayanan publik 

yang berkualitas, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri perlu ada dukungan dari 

masyarakat agar perbaikkan layanan publik dapat berjalan optimal sesuai dengan 

yang di harapkan oleh masyarakat. Salah satu jenis pelayanan publik adalah 

pelayanan perizinan usaha mikro dan kecil.  Akan tetapi Rumit dan membutuhkan 

waktu lama dalam memperoleh pelayanan merupakan permasalahan yang sering 

di rasakan oleh pelaku usaha mikro dan kecil. Pada tahun 2014 pemerintah 

mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 

tentang Perizinan Usaha Mikro dan Kecil, hal ini merupakan langkah awal yang 

dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan akses kemudahan bagi pelaku 

usaha mikro dan kecil dalam mendapatkan legalitas usahanya. Akan tetapi tidak 

semua pemerintah kota/kabupaten melaksanakan perpes tersebut dikarenakan 

belum menerbitkan peraturan bupati/walikota tentang pendelegasian wewenang 

kepada camat. Kota Semarang salah satu kota yang mengimplementasikan 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan 

Usaha Mikro dan Kecil dengan cara menciptakan suatu inovasi yang di beri nama 

inovasi ijus melon (ijin usaha melalui online), ijus melon adalah bentuk 

pengembangan dari e-govemerment yang ada di Kota Semarang dalam bentuk 

integrasi data dari database kecamatan yang terhubung dengan database Dinas 

Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang. Ijus melon telah beroperasi selama 4 

tahun setelah diluncurkan pada November 2015. Setelah 4 tahun diluncurkannya 

inovasi ijus melon menunjukan peningkatan pertumbuhan jumlah UMK di Kota 

Semarang. Setelah diluncurkannya inovasi ijus melon terjadi peningkatan 

pengajuan izin usaha mikro setiap tahunnya mulai dari 2015 berjumlah 996, 2016 
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berjumlah 4.914, 2017 berjumlah 5.159, 2018 berjumlah 3.841, dan juli 2019 

berjumlah 1.473. Berdasarkan data PPID Dinas Koperasi dan UMKM Kota 

Semarang bulan juli 2019 total berjumlah 16.384 UMKM yang terdaftar. Pelaku 

UMKM terbanyak berada di Kecamatan Pedurungan berjumlah 2.686. Dari data 

tersebut menunjukan bahwa peningkatan pengajuan izin usaha di Kecamatan 

Pedurungan cukup pesat dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Kota 

Semarang. Cukup pesatnya laju pertumbuhan pelaku usaha yang ada di 

Kecamatan Pedurungan mengharuskan Pemerintah Kecamatan Pedurungan 

meningkatkan kinerja pelayanan yang di berikan oleh aparat pemerintah, agar 

masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang di terima. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan perizinan 

bagi usaha mikro dan kecil di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Penelitian 

ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan menggunakan sumber data 

primer maupun sekunder. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 338 responden 

dan jumlah sampel berjumlah 77 responden yang diperoleh berhasalkan hasil 

perhitungan menggunakan rumus Slovin dengan menggunakan teknik sampling 

distratifikasi disproposional random sampling. Teknik pengumpulan data yang 

dilakukan melalui observasi dan menggunakan kuesioner. Terdapat 18 atribut 

pertanyaan yang dikelompokan kedalam 5 dimensi. 

Hasil penelitian menggunakan model servqual menunjukan tanda (-) yang 

berarti pelayanan yang di berikan di Kecamatan Pedurungan adalah rendah. Hal 

itu menunjukan pelaku usaha mikro dan kecil di Kecamatan Pedurungan belum 

merasa puas terhadap pelayanan perizinan di Kecamatan Pedurungan. 

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan metode servqual memperoleh nilai 

servqual adalah -0,28. Hal ini dipengaruhi oleh dari nilai rerata antara harapan dan 

persepsi setiap item pernyataan dari dimensi bukti langsung, dimensi kehandalan, 

dimensi ketanggapan, dimensi jaminan, dan dimensi empati. Hasil  rerata servqual 

untuk masing-masing dimensi adalah sebagai berikut -0,28 dimensi bukti 

langsung, -0,26 dimensi kehandalan, -0,27 dimensi ketanggapan, -0,24 dimensi 

jaminan, dan -0,35 dimensi empati. 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Keberhasilan dalam pelaksanaan otonomi daerah sangat ditentukan oleh 

ekonomi dan administrasi pemerintahan. Masyarakat menilai baik buruknya 

otonomi daerah berdasarkan kondisi ekonomi dan kualitas pelayanan yang 

diberikan, karena pelayanan publik merupakan salah satu variabel yang menjadi  

ukuran keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Indonesia merupakan negara 

dengan kepadatan penduduk yang relatif tinggi, dengan jumlah penduduk pada 

tahun 2017 mencapai 261.809.900 jiwa (Statistik Indonesia, 2018). Padatnya 

penduduk di Indonesia diharapkan pemerintah dapat memberikan akses 

kemudahan yang nantinya dapat membuat masyarakat dapat lebih mandiri dan 

kreatif dengan kemampuan yang dimiliki. Tujuan tersebut dapat tercipta melalui 

penyelenggaraan pemerintahan dengan cara memberikan kualitas pelayanan yang 

baik dan memadai serta berorientasi pada masyarakat atau publik. Pada dasarnya 

pelayanan merupakan kebutuhan bagi setiap individu dalam menjalankan seluruh 

aktivitas. Kondisi pelayanan publik sering dijadikan isu startegis yang  

diperbincangkan oleh masyarakat, seiring berjalannya waktu masyarakat 

menginginkan suatu perubahan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan saat ini, 

hal ini menjadikan motivasi bagi pemerintah dalam memperbaiki kualitas  

pelayanan yang diberikan.  

Hingga saat ini  hal yang sering menjadi masalah dalam hubungan antara 

masyarakat dan pemerintah daerah adalah pada bidang pelayanan publik (public 

service). Permasalahan tersebut mengenai kualitas dan mutu aparatur pemerintah 

sebagai penyelenggara pelayanan. Dalam menghadapi persaingan di era 

globalisasi, kualitas dan mutu aparatur pemerintah sering manjadi sorotan 

masyarakat, hal itu mengakibatkan aparatur pemerintah di tantang untuk semakin 

optimal dalam menjawab tuntutan yang diberikan masyarakat. Pada tahun 2017 

Indonesia memiliki 34 Provinsi, 98 Kota, dan 416 Kabupaten (Statistik Indonesia, 

2018), berdasarkan data tersebut tentunya menciptakan keberanekaragaman cara 

dalam pelayanan publik. Hal itu menjadikan suatu tantangan baru untuk dihadapi 
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dan diatasi bagi setiap instansi pemerintah yang ada di Indonesia, dengan kondisi 

yang baragam baik secara kondisi sosial, ekonomi, budaya dan letak geografis 

menjadikan suatu tantangan bagi pemerintah dalam mempertahankan kepercayaan 

masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah. 

Peran pemerintah dalam menyelesaikan setiap pemasalahan pelayanan 

publik sangat penting karena secara hakikatnya pemerintah merupakan service 

provider (penyedia jasa). Pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada 

masyarakat dapat dikatakan sangat buruk di segala bidang unit pelayanan di 

Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya laporan pengaduan 

masyarakat berdasarkan data laporan tahanan 2017 Ombudsman Republik 

Indonesia, pada tahun 2017 sebanyak 9.446 pengaduan, jika dibandingkan dengan 

laporan pengaduan pada tahun 2016 terjadi peningkatan 1.112 laporan pengaduan. 

 
Gambar 1.1 Laporan pengaduan masyarakat tahun 2017 (Sumber: Laporan Tahun 

2017 Ombudman Republik Indonesia) 

Berdasaran gambar 1.1 pelayanan publik di Indonesia masih sangat buruk, 

hal tersebut terlihat dari terus meningkatnya jumlah pengaduan masyarakat dari 

tahun 2012 hingga tahun 2017, data tersebut menunjukan masyarakat kurang puas 
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akan pelayanan publik. Terus bertambahnya laporan pengaduan masyarakat  

setiap tahunnya kepada Ombusdman terhadap pelayanan publik yang di 

selenggarakan oleh pemerintah tidak mencerminkan fungsi pelayanan publik yang 

dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik disebutkan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan 

dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan bagi warga negara dan penduduk atas barang, dan/atau jasa 

pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 

Tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan 

Publik, bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk 

untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik 

yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945.  

Pada tahun 2017 Indonesia menempati peringkat ke 91, sedangkan pada 

tahun 2018 Indonesia menduduki posisi ke 72 terkait kualitas pelayanannya dari 

190 negara yang di survei dengan indikator yang di teliti adalah standar pelayanan 

(prosedur, waktu, dan biaya) (menpan.go.id/, 2018 diakses pada 27 Februari 

2019). Tentunya itu menjadikan motivasi bagi pemerintah agar dapat 

meningkatkan prestasi di bidang pelayanan publik, untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan publik, pemerintah perlu memberikan akses kemudahan bagi 

masyarakat. Guna menciptakan pelayanan publik yang berkualitas, pemerintah 

tidak dapat berjalan sendiri perlu ada dukungan dari masyarakat agar perbaikkan 

layanan publik dapat berjalan optimal sesuai dengan yang di harapkan oleh 

masyarakat.  

Salah satu jenis pelayanan publik adalah pelayanan perizinan. Pelayanan 

perizinan sangat beragam, mulai dari pelayanan izin usaha mikro dan kecil, izin 

mendirikan bangunan, surat izin tempat usaha, izin gangguan (IUUG/HO), izin 

usaha perdagangan (SIUP), tanda daftar perusahaan, izin usaha industri 

(Hardiyansyah, 2011). Pentingnya pelayanan perizinan menjadikan masyarakat 

lebih mandiri dan termudahakan dalam urusan usaha, namun  tidak semua 

pelayanan perizinan memiliki akses kemudahan dalam memperolehnya.  Rumit 
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dan membutuhkan waktu lama dalam memperoleh perizinan merupakan dugaan 

maladministrasi yaitu penundaan berlarut yang kerap kali di rasakan oleh 

masyarakat. Salah satunya dalam memperoleh surat izin usaha yang merupakan 

masalah yang sering dihadapi oleh pelaku usaha mikro dan kecil. Hal tersebut 

dirasakan oleh pelaku usaha mikro dan kecil, permasalahan perizinan yang 

memakan waktu cukup lama dalam pembuatan surat izin usaha mikro dan kecil. 

Memakan waktu cukup lama yang di maksudkan adalah proses 

pengurusan pembuatan izin usaha tidak hanya merujuk pada satu tempat saja, hal 

tersebut berdampak pada pelaku usaha mikro dan kecil yang enggan mengurus 

izin usaha. Contoh dalam pembuatan izin usaha makanan, pelaku usaha harus 

mengurus di dinas kesehatan. Dengan tidak memiliki surat izin usaha mikro dan 

kecil, para pelaku usaha akan terkena imbasnya. Keberadaan usaha mikro belum 

dapat diakui secara sah legalitasnya oleh pemerintah dan usaha mikro tidak dapat 

menikmati atau memperoleh haknya. Hak yang akan di peroleh pelaku usaha 

mikro dan kecil yang telah diakui secara sah legalitasnya yaitu pelaku usaha 

mikro dan kecil akan mendapatkan binaan dalam bentuk pelatihan-pelatihan 

manajemen dan pelatihan lainnya, pelaku usaha mikro dan kecil berhak untuk 

mengajukan pinjaman modal ke bank atau ke pemerintah dengan bunga rendah, 

dan mendapatkan fasilitas untuk mempromosikan produk kerajinannya di 

Direktori Produk Usaha Mikro yang telah disiapkan oleh Dinas Koperasi dan 

Usaha Mikro. 

Data perkembangan usaha mikro dan kecil pada tahun 2012 hingga tahun 

2013 unit usaha mikro mengalami perkembangan jumlah unit sebesar 1.333.217 

unit dengan pangsa pasar sebesar 2,39%.  
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Tabel 1.1 Perkembangan data usaha mikro dan kecil tahun 2012-2013 

Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik 

Indonesia (2013) 

Berdasarkan tabel 1.1 untuk meningkatkan jumlah pelaku usaha mikro dan kecil 

dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah perlu dilakukannya pemberdayaan 

kepada pelaku usaha mikro dan kecil. Artinya, pemerintah perlu memberikan 

akses kemudahan dalam hal memperoleh izin usaha secara sederhana melalui 

penerbitan izin dalam bentuk naskah satu lembar serta kemudahan akses 

pelayanan dengan mendekatkan penyelenggaran pelayanan satu pintu pada pelaku 

usaha mikro dan kecil. Berdasarkan penjelasan tesebut pemerintah perlu 

menetapkan suatu peraturan untuk mempermudah pelaku usaha mikro dan kecil 

dalam memperoleh legalitas usahanya. 

Pada tahun 2014 pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha Mikro dan Kecil yang 

ditetapkan di Jakarta tanggal 15 bulan September tahun 2014 oleh Presiden 

Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono. Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha Mikro dan 

Kecil berisikan pasal 3 ayat 1 “ruang lingkup pengaturan IUMK meliputi 

pengaturan pemberian IUMK bagi pelaku usaha mikro dan kecil; ayat 3 “IUMK 

diberikan dalam bentuk naskah satu lembar”; ayat 4 “pemberian IUMK kepada 

usaha mikro dan kecil dibebaskan atau diberikan keringanan dengan tidak 

dikenakan biaya, restribusi, dan/atau pungutan lainnya”. Pada pasal 4 ayat 1 

“pelaksanaan IUMK adalah camat  yang mendapatkan pendelegasian kewenangan 

dari Bupati/Walikota”. Pasal 5 ayat 1 “pembinaan dan pengawasan teknis 

penyelenggaraan IUMK dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah 

No. Indikator Satuan 
Tahun 2012 Tahun 2013 

Perkembangan 

Tahun 2012-2013 

Jumlah 

Pangsa 

(%) Jumlah 

Pangsa 

(%) Jumlah 

Pangsa 

(%) 

1. 
Usaha 

Mikro 
Unit 55.856.176 98,79 57.189.393 98,77 1.333.217 2,39 

2.  
Usaha 

Kecil 
Unit 629.418 1,11 654.222 1,113 24.803 3,94 
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nonkementerian terkait. Masih terdapat permasalahan dalam pengimplementasian 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan 

Usaha Mikro dan Kecil, berdasarkan berita yang di kutip dari wartaekonomi.co.id/ 

(diakses pada 8 Maret 2019) bahwa penerbitan IUMK masih terhambat kendala 

aturan pendelegasian. Terdapat 212 kabupaten/kota belum menerbitkan peraturan 

bupati/walikota tentang pendelegasian wewenang kepada camat, sedangkan 302 

kabupaten/kota telah memiliki peraturan tentang pendelegasian wewenang kepada 

camat. 

Pemeritah kota/kabupaten harus mengeluarkan peraturan walikota atau 

peraturan bupati guna Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 

2014 tentang Perizinan Usaha Mikro dan Kecil dapat berjalan secara optimal 

disetiap daerah sehingga pelaku usaha mendapatkan akses kemudahan dalam 

perizinan usaha mikro dan kecil, seperti halnya Pemerintah Kota Semarang 

mengeluarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Izin 

Usaha Mikro dan Kecil. Guna terimplementasinya Peraturan Walikota Nomor 24 

Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Mikro dan Kecil, Pemerintah Kota Semarang 

mengeluarkan Keputusan Walikota Semarang Nomor 518/948/2015 tanggal 5 

Oktober 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro 

dan Kecil Kepada Camat.  Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 

Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Mikro dan Kecil pada pasal 7 ayat 1 “camat 

memberikan IUMK dalam bentuk naskah 1(satu) lembar. Artinya, surat izin usaha 

mikro dan kecil di keluarkan oleh kecamatan. 

Pemerintah Kota Semarang menciptakan suatu inovasi yang di beri nama 

inovasi izin usaha melalui online yang di singkat “ijus melon”. Ijus melon 

merupakan bentuk pengembangan dari e-govemerment yang ada di Kota 

Semarang dalam bentuk integrasi data dari database kecamatan yang terhubung 

dengan database Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.  Ijus melon 

sangat membantu pelaku usaha untuk memperoleh legalitas usaha, selain itu 

dengan adanya ijus melon pembuatan surat izin usaha mikro dan kecil (IUMK) 

menjadi lebih cepat, murah, dan mudah sehingga pelayanan yang diberikan pada 

ke masyarakat Kota Semarang menjadi berkualitas. Zeithaml et,al (1990) 
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mengemukakan pelayanan dapat dikatakan berkualitas apabila PS > ES atau 

pelayanan yang diterima melebihi ekspetasi/harapan penerima layanan.  

Parasurahman (2002) dalam Priansa (2018),  mengemukakan terdapat lima 

dimensi untuk mengukur kualitas pelayanan yaitu dimensi tangibel (bukti 

langsung), dimensi reliability (kehandalan), dimensi responsiviness 

(ketanggapan), dimensi assurance (jaminan), dan dimensi empathy (empati). 

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 Tahun 2015 

Tentang Izin Usaha Mikro dan Kecil pada pasal 7 ayat 2 “IUMK diterbitkan 

paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan 

pendaftaran diterima, lengkap dan benar.  Untuk mendapatkan surat izin usaha 

mikro kecil (IUMK) pelaku usaha harus memiliki KTP Kota Semarang dan 

melalui beberapa tahapan alur pada gambar 1.2 sebagai berikut. 

Gambar 1.2 Alur pembuatan IUMK (Sumber: Aplikasi Ijus Melon ,2018) 

Pada gambar 1.2 terdapat 5 tahapan alur yang akan dilalui pelaku usaha 

untuk mendapatkan surat izin usaha mikro kecil (IUMK). Pertama, pelaku usaha 

mikro kecil (PUMK) meminta surat pengantar dari RT/RW tempat lokasi usaha 

mikro. Kedua, PUMK membawa berkas yang telah di tentukan seperti surat 

pengantar RT/RW dilampiri dengan fotocopy KTP dan KK ke kelurahan setempat 
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untuk mendapatkan surat DPP5. Ketiga, PUMK mendapatkan surat DPP5 yang 

dikeluarkan oleh kelurahan. Keempat, PUMK membawa berkas yang telah di 

tentukan seperti fotocopy KTP,KK, pas foto 2 buah, Surat DPP5 dan mengisi 

form IUMK yang telah disediakan oleh kecamatan. Kelima, PUMK menyerahkan 

form IUMK yang telah di isi selanjutnya di serahkan kepada petugas kecamatan 

untuk menginput data secara online yang telah terintregrasi dengan database 

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.  

Ijus melon telah beroperasi selama 4 tahun setelah diluncurkan pada 

November 2015. Setelah 4 tahun diluncurkannya inovasi ijus melon menunjukan 

peningkatan pertumbuhan jumlah UMK di Kota Semarang. Setelah 

diluncurkannya inovasi ijus melon terjadi peningkatan pengajuan izin usaha mikro 

setiap tahunnya mulai dari 2015 berjumlah 996, 2016 berjumlah 4.914, 2017 

berjumlah 5.159, 2018 berjumlah 3.841, dan juli 2019 berjumlah 1.473. 

Berdasarkan data PPID Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang bulan juli 

2019 total berjumlah 16.384 UMKM yang terdaftar. 

Tabel 1.2 Jumlah UMKM Kota Semarang pada Bulan Juli 2019 

Kecamatan Jumlah UMKM 

Genuk 876 

Semarang Timur 1022 

Semarang Tengah 1223 

Semarang Barat 1278 

Tugu 399 

Gayamsari 1034 

Semarang Utara 1567 

Ngaliyan  582 

Pedurungan 2686 

Mijen 471 

Gunung Pati 532 

Gajah Mungkur 590 

Semarang Selatan 971 

Candi Sari 644 

Banyumanik 864 

Tembalang 1619 

Total Jumlah UMKM 16.383 

Sumber: PPID Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang Tahun 2019 
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Berdasarkan tabel 1.2 pelaku UMKM terbanyak berada di Kecamatan 

Pedurungan berjumlah 2.686. Dari data tersebut menunjukan bahwa peningkatan 

pengajuan izin usaha di Kecamatan Pedurungan cukup pesat dibandingkan dengan 

kecamatan lainnya di Kota Semarang. Cukup pesatnya laju pertumbuhan pelaku 

usaha yang ada di Kecamatan Pedurungan mengharuskan Pemerintah Kecamatan 

Pedurungan meningkatkan kinerja pelayanan yang di berikan oleh aparat 

pemerintah, agar masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang di terima. 

 Menurut Tjiptono (2007), kualitas pelayanan intenal dapat tercipta apabila 

kepuasan karyawan dapat terwujud, dengan terwujudnya kepuasan karyawan 

menciptakan loyalitas karyawan kepada organisasi, selanjutnya loyalitas 

karyawan akan mengarah pada peningkatan produktivitas dan mendorong 

penciptaan pelayanan eksternal yang kemudian menentukan kepuasan 

pelayanggan eksternal. Artinya, tinggi dan rendahnya kualitas pelayanan yang 

diberikan oleh organisasi berpengaruh dengan kepuasan yang dirasakan oleh 

pelayanggan.  

Berdasarkan hasil wawancara kepada pelaku usaha mikro dan kecil 

mengeluh tentang sarana dan prasarana, ketersediaan petugas, dan lamanya 

penerbitan dokemen IUMK. Menurut Inka Pratiwi (27 April 2019), “fasilitas di 

ruang tunggu pelayanan yang kurang memadai di kantor kecamatan. Misalnya, 

pendingin udara(AC) yang kurang sejuk, tidak terdapat TV, nomor antrian yang 

tidak berfungsi, dan kurang kursi”. Menurut Endria Asriyanti (28 April 2019), 

“kurang tersedianya petugas kecamatan di meja pelayanan, sedangkan yang 

tersedia di meja pelayanan hanya siswa magang sehingga membuat pelayanan 

yang di berikan menjadi lebih lama”. Menurut Dwi Wulan (30 April 2019), 

“pembuatan surat IUMK cukup lama, IUMK terselesaikan selama dua hari dari 

tanggal 6 Agustus 2018 hingga 8 Agustus 2018”. Dari hasil wawancara tersebut 

masyarakat kurang puas dengan pelayanan yang diterima di karenakan fasilitas 

kurang nyaman dan lamanya penerbitan dokumen IUMK. 
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Berikut alur pelayanan pembuatan izin usaha mikro dan kecil di 

Kecamatan Pedurungan. 

Gambar 1.3 Alur Pelayanan Penerbitan IUMK 

Berdasarkan data PPID Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang 

Tahun 2018 jumlah UMK di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang sebanyak 

338 UMK yang terdaftar di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang. 

Tabel 1.3 Jumlah UMK Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2018 

Kelurahan Jumlah 

Gemah 47 

Kalicari 29 

Muktiharjo Kidul 40 

Palebon 26 

Pedurungan Kidul 16 

Pedurungan Lor 13 

Pedurangan Tengah 11 

Plamongan Sari 26 

Tlogomulyo 31 

Tlogosari Kulon 51 

Tlogosari Wetan 36 

Penggaron Kidul 12 

Jumlah 338 

Sumber: PPID Dinas Koperasi dan UMK Kota Semarang Tahun 2018 
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Pada penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Pedurungan 

dengan jumlah pelaku usaha mikro dan kecil sejumlah 338 pelaku usaha mikro 

dan kecil. Berdasarkan pemaparan pada penjelasan diatas, peneliti ingin 

mendeskripsikan kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan pembuatan 

surat izin usaha kecil dan mikro di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Menurut Winarno (2016:74) masalah adalah suatu kondisi atau situasi 

yang menimbulkan kebutuhan atau ketidakpuasan pada sebagian orang-orang 

yang menginginkan pertolongan atau perbaikan. Masalah pada umumnya 

diartikan sebagai ketimpangan antara apa yang diinginkan dengan fakta yang 

terjadi. Adanya sebuah masalah perlu untuk dilakukan penyelesaian dengan 

menjawab permasalahan tersebut. Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, 

maka rumusan masalah dalam penelitian yaitu bagaimana kualitas pelayanan 

perizinan bagi usaha mikro dan kecil di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah memberi penjelasan tentang maksud dari 

penelitian dan tujuan berisi tentang hal yang diinginkan sesuai dengan 

permasalahan yang akan dibahas. Tujuan penulisan yang terdapat pada penelitian 

ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis kualitas pelayanan perizinan 

bagi usaha mikro dan kecil di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, sebagai berikut. 

a. Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan ilmu 

pengetahuan dalam mengembangkan teori-teori pelayanan publik dan kualitas 

pelayanan publik. 
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b. Praktis 

1. Penulis 

Penelitian ini dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh semasa 

perkuliahan dan dapat memperluas wawasan dalam memperoleh ilmu 

pengetahuan. 

2. Instansi terkait 

Penelitian diharapkan dapat memberikan masukan dan pandangan dari 

eksternal organisasi mengenai kualitas pelayanan perizinan izin usaha mikro dan 

kecil di Kota Semarang. 

3. Pembaca 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan kepada pembaca 

mengenai kualitas pelayanan perizinan izin usaha mikro dan kecil di Kota 

Semarang. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka dalam sebuah penelitian perlu ditegakkan agar suatu 

penelitian mempunyai dasar yang kokoh yang bertumpu pada teori-teori, konsep-

konsep, hasil penelitian terdahulu, serta kerangka berpikir peneliti dalam 

membangun konsep-konsep yang menjadi dasar dalam penelitiannya. Konsep 

dasar menjadi bagian penting dalam sebuah penelitian. Dari konsep dasar akan 

dikembangkan sejumlah konsep teoritis yang bertujuan untuk membantu peneliti 

dalam membangun kerangka berfikir dalam melakukan sebuah penelitian. 

Menurut Silalahi (2015:174), konsep merupakan unit fundamental dari teori untuk 

menjelaskan fenomena. Konsep memiliki peran sentral dalam penelitian karena 

konsep mengekspresikan fenomena yang diteliti. Adapun konsep dasar dalam 

penelitian ini dibangun atas beberapa teori-teori mengenai kegiatan publik yang 

terkait dengan kualitas pelayanan publik izin usaha mikro dan kecil yang berada 

di Kota Semarang yaitu, sebagai berikut.  

1. Administrasi Negara 

2. Pelayanan Publik 

3. Pelayanan Perizinan 

4. Kualitas Pelayanan Publik 

5. Model ServQual 

 

2.1 Administrasi Publik 

2.1.1 Definisi Administrasi 

Secara etimologis, administrasi berasal dari bahasa latin ad dan ministrare 

yang berarti “membantu, melayani atau memenuhi”, serta administratio yang 

berarti “pemberian bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pimpinan, pemerintahan 

dan pengelolaan”. Di Italia disebut administrazione, sedangkan di Prancis, 

Inggris, dan Amerika Serikat disebut administration. Pengertian-pengertian 

tersebut kemudian terus berkembang mengikuti pengetahuan dan perkembangan 

zaman. 
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Kata administrasi di Negara Indonesia dikenal dan dipahami dari dua bahasa 

yang berbeda dengan makna yang berbeda pula. Pertama, administratie dari 

Bahasa Belanda yang kita kenal sejak awal masuknya pengaruh sistem 

administrasi publik klasik (sistem administrasi Negara Prancis atau sistem 

administrasi negara Eropa Barat Kontinental) yang dibawa oleh pemerintah 

jajahan Belanda. Istilah administratie dalam Bahasa Belanda mencakup 

pengertian “tata usaha, atau administrasi dalam arti sempit”, bestuur “manajemen 

akan kegiatan-kegiatan organisasi dan beheer yang artinya sumber daya (finansial, 

personil, materill, gudang dan sebagainya).  

Kedua, administration yang berasal dari Bahasa Inggris yang sering kita 

sebut sebagai administrasi dalam arti luas, yakni proses (rangkaian) kegiatan 

usaha kerja sama sekelompok orang secara terorganisasi untuk mencapai tujuan 

tertentu secara efisien. Menurut Leonard D. White (1958) dalam Syafri (2012:9) 

administrasi ialah proses yang selalu terdapat pada setiap usaha kelompok, publik 

atau privat, sipil atau militer, skala besar atau kecil”. Pendapat ini juga menunjuk 

dua hal, yakni sebagai berikut: 

1. Administrasi adalah proses (rangkaian kegiatan), dan 

2. Proses itu terdapat pada setiap usaha kelompok. 

Berbagai pengertian administrasi diatas maka dapat disimpulkan 

administrasi adalah kerja sama antara dua orang atau lebih untuk tujuan tertentu 

dan dilakukan secara rasional. 

 

2.1.2 Definisi Administrasi Publik 

Administrasi publik berasal dari dua kata, yaitu administrasi dan publik. 

Administrasi adalah kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan 

tertentu dengan cara yang rasional. Yang dimaksud publik menurut Kimball 

Young dalam Syafri (2012:14-15) adalah: 

1. orang (people); 

2. keseluruhan anggota suatu komunitas, bangsa, atau masyarakat, dan 

3. kumpulan individu dengan kepentingan yang sama. 
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Menurut Ensiklopedia Administrasi dalam sumber yang sama publik adalah 

sejumlah orang (yang tidak mesti berada dalam satu tempat) yang dipersatukan 

oleh kepentingan yang sama, yang berbeda dengan kelompok lain. 

Menurut beberapa pengertian diatas, unsur-unsur publik adalah. 

1. Adanya sejumlah orang; 

2. Adanya kepentingan bersama yang mengikat mereka, dan 

3. Adanya perasaan bersatu karena ikatan kepentingan tersebut.  

Menurut Dwight Waldo dalam Syafri (2012: 21) administrasi publik adalah 

organisasi dan manajemen manusia dan material (peralatanya) untuk mencapai 

tujuan-tujuan pemerintah. Administrasi publik ialah penyelenggaraan pencapaian 

tujuan yang ditetapkan secara politis. Meskipun demikian administrasi publik 

bukan sekedar teknik atau pelaksanaan program-program secara teratur, 

melainkan juga berkenaan dengan kebijakan umum (policy) karena didalam dunia 

modern, birokrasi merupakan pembuat kebijakan pokok dalam pemerintah. 

(Masrshall Edward Dimock dan Gladys Ogden Dimock, 1969 dalam Syafri, 

2012:20). Menurut Siagian tetap dalam Syafri (2012:25) administrasi publik 

sebagai keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah 

dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara. Berdasarkan pengertian 

administrasi publik yang dikemukakan beberapa tokoh diatas, dapat disimpulkan 

administrasi publik adalah kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mencapai 

tujuan publik. 

 

2.1.3 Paradigma Administrasi Publik 

Perkembangan suatu bidang ilmu dapat ditelusuri melalui perubahan-

perubahan paradigmanya. Paradigma adalah suatu cara pandang, nilai-nilai, 

metode-metode, prinsip dasar, ataupun cara memecahkan suatu masalah, yang 

dianut oleh suatu masyarakat ilmiah pada kurun waktu tertentu (Syafri, 2012:160). 

Perubahan paradigma berulangkali telah terjadi dalam ruang lingkup administrasi 

publik. Ini terlihat dari cara pandang ilmuwan administrasi publik. perubahan 

paradigma itu penting  dalam disiplin ilmu, terutama administrasi publik. 
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Paradigma-paradigma tersebut menurut Syafri (2012:160-163) adalah sebagai 

berikut. 

A. Paradigma Nicholas Henry 

a. Paradigma I (1990-1929) Dikotomi Politik 

Waldo salah satu tokoh paradigma ini mengungkapkan bahwa politik tidak 

boleh menganggu administrasi publik dan administrasi publik hanya berkaitan 

dengan metode ilmiah. Fokus paradigma ini adalah organisasi, kepegawaian dan 

penyusunan anggaran dalam birokrasi pemerintah. Sementara itu, lokusnya adalah 

masalah pemerintahan, politik, dan kebijakan. Tokoh terkenal dalam paradigma 

ini antara lain Goodnow, Waldo dan White. 

b. Paradigma II (1927-1937) Prinsip-Prinsip Administrasi 

Fokus paradigma ini adalah planning, organizing, staffing, directing, 

coordinating, reporting, dan budgeting (prinsip-prisip administrsi). Namun, lokus 

dari paradigma ini tidak terlalu jelas dan tidak pernah diungkapkan secara tegas 

karena ada semacam anggapan prinsip-prinsip administrasi tersebut dapat 

diterapkan dimana saja atau besifat universal. Jadi, lokusnya adalah pada setiap 

organisasi. Tokohnya adalah Follet, Willoughby, Gullick, dan Urwick. 

c. Paradigma III (1950-1970) Administrasi Publik Sebagai Ilmu Politik 

Berkaitan dengan konteks paradigma ketiga ini  administrasi publik tidaklah 

bebas nilai (value free) atau berlaku dimana saja, tetapi justru selalu dipengaruhi 

oleh nilai-nilai yang spesifik. Oleh karena itu, munculah paradigma baru yang 

menganggap administrasi publik sebagai ilmu politik, dimana fokus administrasi 

publik dalam paradigma ini adalah perumusan kebijakan publik dan lokusnya 

birokrasi. 

d. Paradigma IV (1956-1970) Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi 

Dalam paradigma ini manajemen dan organisasi dikembangkan secara 

ilmiah. Fokus dalam paradigma ini yaitu, perilaku organisasi, analisis manajemen, 

penerapan teknologi modern seperti metode kuantitatif, analisis sistem, 

ekonometrik, dan segabainya. Semua fokus yang dikembangkan disini 

diasumsikan dapat diterapkan tidak hanya dalam dunia bisnis, tetapi juga dunia 
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administrasi publik. Oleh karena itu, lokus dalam paradigma ini menjadi tidak 

jelas. 

e. Paradigma V (1970-....) Administrasi Publik Sebagai Administrasi Publik 

Paradigma ini telah mempunyai fokus dan lokus yang jelas. Fokus 

administrasi publik dalam paradigma ini adalah teori organisasi, teori manajemen, 

dan kebijakan publik. sedangkan lokusnya adalah masalah-masalah dan 

kepentingan-kepentingan publik. 

B. Paradigma Menurut Denhardt dan Denhardt (2003:2007) 

1) Paradigma Administrasi Publik Klasik (Old Publik Administration) 

Menurut para ahli paradigma ini berlangsung dari tahun 1887-1987. 

Administrasi publik klasik sangat dipengaruhi oleh pemikiran Woodrow Wilson, 

mantan presiden Amerika Serikat dan Guru Besar Ilmu Politik. Administrasi 

publik tidak hanya sekadar pelaksana keputusan politik dalam bentuk kebijakan 

negara. Sifat organisasi pada administrasi publik klasik yang sangat hierarkis 

menimbulkan red-tape, kelambanan, tidak adil dan biaya tinggi. Demikian pula 

sifat administrasi publik klasik yang tertutup dan birokratik menyebabkan 

keterlibatan warga negara sangat terbatas sehingga keadilan sosial terabaikan dan 

dianggap tidak mampu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. 

Dengan alasan-alasan diatas tambah dengan perkembangan teknologi 

informasi, globalisasi, demokrasi dan liberalisasi yang terjadi pada tahun 1990-an, 

berdampak pada perubahan lingkungan strategis administrasi publik sehingga 

mengharuskan administrasi publik meninjau kembali konsep-konsep yang telah 

ada selama ini, yang dianggap sudah tidak cocok dengan lingkungan strategis 

baru. 

2) Paradigma New Public Management (NPM) Tahun 1990-2000 

Lahirnya konsep new public management (NPM) pada awal tahun 1990-an 

merupakan reaksi terhadap kelemahan birokrasi tradisional dalam paradigma 

administrasi klasik (Syafri, 2012:194).  

NPM menganut nilai-nilai dan praktik-praktik administrasi bisnis yang 

diterapkan dalam administrasi publik. NPM berkehendak meningkatkan efisiensi, 

efektifitas, dan produktivitas sehingga kurang memperhatikan keadilan sosial. 
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Nilai-nilai ekonomi (bisnis) yang dianut dalam NPM sering kali  bertentangan 

dengan demokrasi dan kepentingan publik. Pengelolaan pelayanan publik yang 

diberikan kepada pihak swasta, pada satu sisi memang dapat meningkatkan 

kinerja pelayanan publik, namun cenderung hanya dinikmati oleh orang-orang 

yang sanggup untuk membayar. Uraian diatas merupakan gambaran kegagalan 

konsep NPM dan sekaligus kegagalan administrasi publik dalam meningkatkan 

keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. 

3) Paradigma New Public Service (NPS) Tahun 2000- Sekarang 

Kegagalan paradigma NPM mewujudkan administrasi publik yang 

berkeadilan sosial melahirkan pendekatan baru yang berorientasi pada 

kepentingan masyarakat, yaitu new public service (NPS) (Denhardt dan Denhardt, 

2000:2003 dalam Syafri, 2012). Tercapainya tujuan untuk memenuhi kebutuhan 

yang telah disepakati bersama dilaksanakan melalui mekanisme membanguan 

koalisi dan kerjasama lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat madani. 

 

2.2 Pelayanan Publik 

2.2.1 Definisi Pelayanan Publik 

Menurut Kurniawan dalam Sinambela (2011:5) pelayanan publik 

diartikan sebagai pemberian layanan kepada masyarakat yang mempunyai 

kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang 

telah ditetapkan. Pelayanan berkaitan erat dengan masyarakat, sehingga pelayanan 

lebih dikenal dengan istilah pelayanan publik. Undang – Undang Nomor 25 

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik  memberikan definisi pelayanan publik 

adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

pelayanan sesuai dengan peraturan perundang – undangan bagi setiap warga dan 

penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh 

penyelenggaraan pelayanan publik (Hayat, 2017:21). Sedangkan menurut Lewis 

dan Gilman (2005) dalam Hayat (2017: 21) pelayanan publik adalah kepercayaan 

publik. Pelayanan publik dilaksanakan secara bertanggung jawab dan sesuai 

dengan ketentuan dan peraturan yang ada. Hal itu berbeda dengan yang 

dikemukaan oleh Hardiyansyah (2011: 15) pelayanan publik dapat diartikan 
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sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang 

mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tatat 

cara yang telah ditetapkan. Berdasarkan pengertian di atas dapat di ketahui 

pelayanan publik merupakan pemberian pelayanan yang di perlukan oleh 

masyarakat di laksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah sebagai 

penyelenggara pelayanan publik yang di atur berdasarkan peraturan. 

2.2.2 Tujuan Pelayanan Publik 

 Menurut Hayat (2017: 52), pelayanan publik yang baik tentunya menjadi 

harapan penting bagi masyarakat, mulai dari sikap aparatur yang memberikan 

pelayanan, bentuk pelayanan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan sampai keperilaku aparatnya. Kepuasan masyarakat menjadi tolak 

ukur/acuan baik dan buruknya suatu pelayanan. menurut Undang-Undang Nomor 

25 Tahun 2009 pasal 3 menyebutkan tujuan pelayanan publik antara lain, sebagai 

berikut: 

a. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, 

kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan 

penyelenggaan pelayanan publik; 

b. terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai 

dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik; 

c. terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan; 

d. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik. 

  Penekanan pada pasal ini ialah memberikan kepastian hukum kepada 

masyarakat yang menerima pelayanan. dengan mewujudkan prinsip-prinsip 

pelayanan publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, memberikan 

konsekuensi hukum kepada siapa yang memberikan pelayanan kepada siapa yang 

menerima pelayanan. 
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2.2.3 Prinsip Penyelenggaraan Pelayanan Publik 

 Menurut Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara 

Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan 

Pelayanan Publik, terdapat sepuluh prinsip pelayanan umum. Kesepuluh prinsip 

tersebut, yaitu sebagai berikut: 

1. kesederhanaan 

prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah 

dilaksanakan; 

2. kejelasan  

a persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik;  

b unit kerja/ pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam 

memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa 

dalam pelaksanaan pelayanan publik;  

c rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran; 

3. kepastian waktu  

pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang 

telah ditentukan; 

4. akurasi 

produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah; 

5. keamanan 

proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian 

hukum; 

6. tanggung jawab 

pimpinan penyelenggaraan pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk 

bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian 

keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik; 

7. kelengkapan sarana dan prasarana kerja 

peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyedian 

sarana teknologi, telekomunikasi dan informatika (telematika); 
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8. kemudahan akses 

tempat dan lokasi sarana prasarana pelayanan yang memadai, kemudahan 

dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi 

telekomunikasi dan informasi; 

9. kedisiplinan 

kesopanan dan keramahan; pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopam 

dan santu, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas; 

10. kenyamanan 

lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang 

nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat, serta dilengkapi 

dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah 

dan lainnya. 

2.2.4 Pola Penyelenggaraan Pelayanan Publik  

Penyelenggaraan pelayanan publik terdapat beberapa pola sebagaimana 

yang terdapat dalam Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara 

Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan 

Pelayanan Publik,yaitu sebagai berikut. 

1. Fungsional 

Pola pelayanan publik diberikan oleh penyelenggara pelayanan sesuai dengan 

tugas, fungsi, dan kewenanngannya. 

2. Terpusat  

Pola pelayanan publik diberikan secara tunggal oleh penyelenggara pelayanan 

berdasarkan pelimpahan wewenang dari penyelenggara pelayanan terkait 

lainnya yang bersangkutan. 

3. Terpadu  

 Pola penyelenggaraan pelayana terpadu dibedakan sebagai berikut: 

a terpadu satu atap, yakni diselenggarakan dalam satu tempat yang 

meliputi berbagai jenis pelayanan yang tidak mempunyai keterkaitan 

proses dan dilayani beberapa pintu. 
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b terpadu satu pintu, yakni diselenggarakan pada satu tempat yang 

meliputi berbagai jenis pelayanan yang meliputi keterkaitan proses 

dan dilayani melalui satu pintu.  

c gugus tugas, yakni petugas pelayanan publik secara perorangan atau 

dalam bentuk gugus tugas ditempatkan pada instansi untuk memberi 

pelayanan dan lokasi pemberian pelayanan tertentu. 

Berdasarkan pola penyelenggaraan pelayanan publik di atas, pelayanan 

pembuatan surat izin usaha mikro dan kecil di Kota Semarang  menggunakan pola 

gugus tugas, karena pelayanan diselenggarakan telah di atur di dalam Peraturan 

Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil, 

Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Mikro dan Kecil 

dan diperkuat dengan Keputusan Walikota Semarang Nomor 518/948/2015 

tanggal 5 Oktober 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin 

Usaha Mikro dan Kecil Kepada Camat. 

2.3 Pelayanan Perizinan 

2.3.1 Definisi Pelayanan Perizinan 

 Menurut Gronroos dalam Priansa (2018), pelayanan merupakan proses 

yang terdiri atas serangkaian aktivitas intangibible yang biasa (tetapi tidak harus 

selalu) terjadi pada interaksi antara pelanggan dan karyawan, jasa dan sumber 

daya, fisik atau barang, dan sistem penyedia jasa, yang disediakan sebagai solusi 

atas masalah pelanggan. Lovelock et.al (2005) dalam Priansa (2018) berpendapat 

proses pelayanan yang baik dirancang dan disesuaikan dengan kebutuhan 

pelanggan dengan didasarkan atas sejumlah persyaratan yang telah menjadi tujuan 

penting bagi pelayanan organisasi. Sedangkan menurut Schiffman dan Kanuk 

(2004) dalam Priansa (2018), pelayanan merupakan suatu hal yang penting karena 

peningkatan dari pelayanan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. 

Berdasarkan penjelasan dari beberapa para ahli pelayanan merupakan proses yang 

terdiri dari berbagai aktivitas pelayanan yang dirancang dan disesuikan dengan 

kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya yang tujuannya 

meningkatkan kepuasan masyarakat. 
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 Lembaga Administrasi Negara dalam Ramlan dan Yusrizal (2012), 

perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat 

pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan oleh masyarakat, yang merupakan mekanisme pengendalian 

administratif yang harus dilakukan. Prajyudi Atmosoedirdjo dalam Ramlan dan 

Yusrizal (2012), izin merupakan suatu penetapan yang merupakan dispensasi dari 

suatu larangan oleh undang-undang yang kemudian larangan tersebut diikuti 

dengan perincian dari pada syarat-syarat, kriteria dan lainnya yang perlu dipenuhi 

oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan tersebut disertai 

dengan penetapan prosedur dan juklak (petunjuk pelaksanaan) kepada pejabat-

pejabat administrasi negara yang bersangkutan. Sedangkan Ateng Syafruddin 

dalam Ramlan dan Yusrizal (2012), izin merupakan bagian dari hubungan hukum 

antara pemerintahan administrasi dengan warga masyarakat dalam rangka 

menjaga keseimbangan kepentingan antara masyarakat dengan lingkungannya dan 

kepentingan individu serta upaya mewujudkan kepastian hukum bagi anggota 

masyarakat yang berkepentingan. Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik dalam 

Ridwan dan Sudrajat (2017) berpendapat, “Izin adalah perangkat hukum 

administrasi yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan warganya agar 

berjalan dengan teratur dan untuk tujuan ini dibutuhkan perangkat administrasi. 

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa izin adalah peraturan atau pengendalian 

yang dimiliki pemerintahan administrasi untuk mengatur warga masyarakat dalam 

rangka memberikan kepastian hukum secara konkret. 

 Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan pelayanan perizinan 

adalah proses atau aktivitas pelayanan yang dirancang dan disesuaikan dengan 

kebutuhan masyarakat dalam memperoleh perizinan yang telah di atur dalam 

peraturan yang telah ditetapkan secara administrasi yang bertujuan memberikan 

kepastian hukum secara konkret. 

 

2.3.2 Fungsi dan Tujuan Perizinan 

 Izin merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk 

mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkan guna 
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mencapai suatu tujuan konkret. Izin memiliki fungsi selaku ujung tombak 

instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil 

dan makmur itu dijelmakan (Ridwan HR, 2006). Artinya, fungsi izin dikatakan 

sebagai pengarah maka dapat diartikan persyaratan-persyaratan dalam izin 

merupakan pengendali pemerintah dalam mengatur masyarakat atau dapat 

diletakan sebagai fungsi penertiban masyarakt. Oleh karena itu  melalui izin dapat 

diketahui gambaran masyarakat adil dan makmur dapat terwujud.  

 Ateng Syafrudin dalam Ridwan dan Sudrajat (2017) mengatakan, izin 

bertujuan dan berarti menghilangkan halangan di mana hal yang dilarang menjadi 

boleh penolakan atas permohonan izin memerlukan perumusan yang limitatif. 

Tujuan perizinan tergantung pada kenyataan konkret yang dihadapi. Dengan 

keberagaman konkret menyebabkan keberagaman dari tujuan izin. Tujuan izin 

secara umum dapat disebutkan sebagai berikut (Ridwan HR, 2018). 

1. Keinginan mengerahkan (mengendalikan “sturen”) aktivitas-aktivitas tertentu 

(misalnya izin bangunan). 

2. Izin mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan). 

3. Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin terbang, izin membongkar 

pada monumen-monumen). 

4. Izin hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah 

padat penduduk). 

5. Izin memberikan pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-

aktivitas (izin berdasarkan “drank enhorecawet”, di mana pengurus harus 

memenuhi syarat tertentu) 

2.3.3 Izin Usaha Mikro dan Kecil 

 Izin merupakan persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan 

perundang-undangan untuk memperuraikan tindakan atau perbuatan tertentu yang 

secara umum dilarang (Ramlan dan Yusrizal, 2012). Izin dimaksudkan sebagai hal 

yang bisa memberikan kontribusi positif terhadap efektivitas ekonomi terutama 

dalam upaya menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendorong laju 

investasi. Suatu izin yang diberikan pemerintah memiliki maksud untuk 

menciptakan kondisi yang aman dan tertib agar setiap kegiatan sesuai dengan 
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peruntukannya. Di sisi lain tujuan dari perizinan bagi pemerintah seringkali 

dihubungkan dengan PAD, karena pendapatan merupakan hal yang penting dalam 

kerangka mewujudkan otonomi daerah. Tanpa pendapatan yang memadai, 

mustahil otonomi daerah itu bisa terwujud (Ridwan dan Sudrajat, 2017). 

  Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 

2014 tentang Perizinan Usaha Mikro dan Kecil, usaha mikro adalah usaha 

produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang 

memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Kriteria usaha 

mikro yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah pasal 6 angka 1 adalah, sebagai berikut: 

a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus 

juta rupiah). 

Sedangkan kriteria usaha kecil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 

tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pasal 6 angka 2 adalah, 

sebagai berikut: 

a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta 

rupiah) sampai paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliyar lima ratus 

juta rupiah). 

Secara yuridis berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 

98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil, izin usaha mikro 

dan kecil atau disingkat IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau 

pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam 

bentuk satu lembar. IUMK dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan 

sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil. IUMK diberikan kepada 

pelaku usaha mikro dan kecil sesuai persyaratan yang ditentukan oleh Pemerintah 
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Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri dan 

pemberian IUMK kepada usaha mikro dan kecil dibebaskan atau diberikan 

keringanan dengan tidak dikenakan biaya, retribusi, dan/atau pungutan lainnya. 

Dijelaskan dalam Pasal 4, camat mendapatkan pendelegasian kewenangan dari 

bupati/walikota sebagai pelaksana IUMK. Unit usaha yang tidak masuk kriteria 

untuk mendapatkan IUMK (Suhayati, 2016), yaitu sebagai berikut. 

a. Unit usaha berskala mikro atau kecil yang merupakan cabang unit usaha lain 

yang berskala menengah atau besar. 

b. Unit usaha berskala mikro atau kecil yang merupakan bagian dari sistem 

waralaba yang dikembangkan oleh unit usaha lain yang berskala menengah 

atau besar. 

c. Unit usaha berskala mikro atau kecil yang sebagian atau seluruh sahamnya 

dikuasai oleh unit usaha lain yang berskala menengah atau besar. 

d. Unit usaha berskala mikro atau kecil yang sebagian atau seluruh sahamnya 

dikuasai oleh pelaku usaha yang memiliki usaha berskala menengah atau besar. 

 

2.4 Kualitas Pelayanan Publik 

  Kata “kualitas” mengandung banyak pengertian, menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia dalam Hardiyansyah (2011; 39), kualitas berarti tingkat baik 

buruknya sesuatu, derajat atau taraf (kepandaian, kecakapan, dsb), atau mutu. 

Sedangkan menurut International Standart organization (ISO) 8420 dalam 

Priansa (2018; 134) menyatakan bahwa kualitas merupakan totalitas dari 

karakteristik produk yang menunjang kemampuan untuk memuaskan kebutuhan 

yang dispesifikasikan atau ditetapkan. The American Society of Quality Control 

dalam Priansa (2018: 134) menyatakan bahwa kualitas adalah keseluruhan ciri-

ciri dan karakteristik dari suatu produk atau pelayanan menyangkut kemampuan 

untuk memenuhi kebutuhan yang telah ditentukan atau yang bersifat laten.  

Menurut Ibrahim (2008:22) dalam Hardiyansyah (2011), kualitas pelayanan 

publik merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, 

manusia, proses, dan lingkungan dimana penilaian kualitas ditentukan pada saat 

terjadinya pemberian pelayanan publik tersebut. Sedangkan menurut Goetsch dan 
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Davis (1994: 4) dalam Tjiptono dan Diana (2003), kualitas merupakan suatu 

kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan 

lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Berdasarkan pengertian di 

dapat di ketahui kualitas pelayanan publik merupakan suatu kondisi baik dan 

buruknya pelayanan atau mutu pelayanan yang di berikan berkaitan dengan 

produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang berkaitan dengan kegunaan 

atau kepuasan. 

Dari pengertian diatas tentang kualitas antara lain disebabkan cara melihat 

atau melakukan pendekatan dalam memahami kualitas. Menurut Garvin terdapat 

lima macam perspektif kualitas yang dapat menjelaskan mengapa kualitas dapat 

diartikan secara beraneka ragam oleh orang yang berbeda dalam situasi yang 

berlainan, meliputi (Hardiyansyah, 2011). 

1. Transcendental approach, kualitas dipandang sebagai innate excellence, 

dimana kualitas dapat dirasakan, diketahui, tetapi sulit didefinisikan dan 

dioperasionalisasikan. 

2. Product-based approach, bahwa kualitas merupakan atribut ataupun 

spesifikasi yang dapat kuatitatitifkan dan dapat diukur. Perbedaan dalam 

kualitas mencerminkan perbedaan dalam jumlah beberapa unsur atau 

atribut yang dimiliki produk. 

3. User-based approach, bahwa kualitas tergantung pada orang yang 

memandangnya, sehingga pelayanan yang paling memuaskan preferensi 

seseorang merupakan pelayanan yang paling berkualitas tinggi. 

4. Manudacturing-based approach, mendasarkan diri pada supply dan 

terutama memperhatikan praktik-praktik perekayasaan dan 

pemanufakturan, serta mendefinisikan kualitas sebagai kesesuain dengan 

persyaratan. Pendekatan ini berfokus pada penyesuaian spesifikasi yang 

dikembangkan secra internal, yang seringkali didorong oleh tujuan 

peningkatan produktivitas dan penekanan biaya. Jadi yang menentukan 

kualitas adalah standar-standar yang ditetapkan perusahaan, bukan 

konsumen yang menggunakan. 
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5. Value-based approach, memandang kualitas dari segi nilai dan harga. 

Kualitas dalam perspektif ini bersifat relatif, sehingga produk yang 

memiliki kualitas paling tinggi belum tentu produk yang paling bernilai. 

Akan tetapi yang bernilai adalah barang atau jasa yang dibeli konsumen 

maupun pelayanan yang paling bermakna bagi pelanggan. 

Dari lima perspektif kualitas di atas, pendekatan prinsip used-based 

approach dirasa tepat dalam menggambarkan makna kualitas dalam pelayanan 

penerbitan surat izin usaha mikro dan kecil di Kecamatan Pedurungan kualitas 

pelayanan yang di rasakan oleh setiap masyarakat tentunya memiliki perbedaan 

terkait pelayanan yang di terima sehingga ekspetasi yang di harapkan masyarakat 

berbeda. 

 Menurut Parasurahman (2002) dalam Priansa (2018: 135) menyatakan 

bahwa untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas terdapat penilaian kualitas 

pelayanan organisasi publik menurut perspektif pelanggan didasarkan pada lima 

dimensi penting yang saling berkaitan, yaitu sebagai berikut. 

1.  Bukti Langsung (Tangibles) 

Kemampuan organisasi publik dalam menunjukka eksistensinya kepada 

pihak eksternal. Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik 

organisasi publik dan keadaan lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata 

pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik 

2.  Keandalan (Reliability) 

Kemampuan organisasi publik untuk memberikan pelayanan sesuai yang 

dijanjikan secar akurat dan terpercaya. Kinerja harus sesuai dengan harapan 

pelanggan yag berarti ketepatan waktu, pelayanan yang sama untuk semua 

pelanggan tanpa kesalahan, sikap yang simpatik, dan dengan akurasi yang 

tinggi. 

3.  Ketanggapan (Responsiveness) 

Kemampuan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat 

(responsif) dan tepat kepada pelanggan, dengan penyampaian infromasi 

yang jelas. Membiarkan pelanggan menunggu tanpa adanya suatu alasan 

yang jelas menyebabkan persepsi yang negatif dalam kualitas pelayanan. 
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4.  Jaminan (Assurance) 

Jaminan disebut juga dnegan kepastian. Pelayanan yang diberikan ole 

organisasi publik perlu didukung oleh pengetahuan, kesopanansantunan, dna 

kemampuan pegawainya untuk menumbuhkan rasa percaya dari pelanggan 

kepada organisasi publik. 

5. Empati (Empathy) 

Memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi 

yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya memahami 

keinginan pelanggan. Organisasi publik diharapkan memiliki pengertian dan 

pengetahuan tentang pelanggan secara spesifik, serta memiliki waktu 

pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan. 

Menurut Hardiansyah (2011:43), dalam pelayanan publik harus mengandung 

unsur-unsur dasar, yaitu sebagai berikut. 

1. Hak dan kewajiban bagi pemberi maupun pelayanan umum harus jelas 

dan diketahui secara pasti oleh masing-masing pihak. 

2. Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan 

kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar 

berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan 

tetap berpegang teguh pada efisiensi dan efektivitas. 

3. Kualitas, proses dan hasil pelayanan umum harus diupayakan agar 

dapat memberi keamanan, kenyamanan, kepastian hukum yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Menurut Zeithaml eat.al (1990:36) dalam Hardiansyah (2011:43) terdapat 4 

(empat) jurang pemisah yang menjadi kendala dalam pelayanan publik, yaitu 

sebagai berikut. 

1. Tidak tahu apa yang sebenarnya diharapkan oleh masyarakat. 

2. Pemberian ukuran yang salah dalam pelayanan masyarakat. 

3. Keliru penampilan diri dalam pelayanan publik. 

4. Ketika membuat perjanjian terlalu berlebihan atau pengobralan. 
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Akibat adanya jurang pemisah yang menjadikan kendala dalam pelayanan publik 

menimbulkan kesenjangan (gap) antara pemerintah dan masyarakat pada gambar 

2.1, sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 Model Konsep Kualitas Pelayanan (Sumber: Wijaya (2018:64)) 

 Berdasarkan gambar diatas menunjukan dua fenomena utama. Pada bagian 

atas garis putus-putus merupakan fenomena yang berkaitan dengan pelanggan dan 

bawah garis putus-putus mengacu pada penyedia jasa. Menurut Parasurahman 

(2002) dalam Priasan (2018: 120) menyatakan lima kesenjangan (gap) dalam 

proses operasional pelayananseperti pada gambar 2.1, yaitu sebagai berikut. 

1. Gap antara Harapan Pelanggan dan Pendapat Manajemen 

  Gap ini muncul sebagai akibat dari ketidaktahuan manajemen tentang 

kualitas pelayanan yang sebenarnya diharapakan pelangggan dan penilaian 

pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan. Akibatnya desain dan standar 
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pelayanan yang disampaikan menjadi tidak baik sehingga perusahaan tidak dapat 

memperlihatkan kinerja pelayanan yang dijanjikan. 

2. Gap antara Pendapat Manajemen tentang Harapan Pelanggan dan 

Spesifikasi Kualitas Pelayanan 

  Gap ini muncul karena para manajer menetapkan spesifikasi kualitas 

pelayanan yang tidak jelas dan realistis. Akibatnya pegawai yang memberikan 

pelayanan kepada pelanggan secara langsung tidak mengetahui jenis pelayanan 

yang  harus diberikan. 

3. Gap antara Spesifikasi Kualitas Pelayanan dan Penyampaian Pelayanan 

  Gap ini biasanya muncul pada pelayanan yang sistem penyampaiannya 

sangat bergantung pada pegawai. kesenjangan ini terjadi, di antaranya karyawan 

kurang terlatih, beban kerja yang melampaui batasan, ambiguitas peran, atau 

konflik peran. Gap ini mengindikasikan perlunya ditetapkan desain dan standar 

pelayanan yang berorientasi kepada pelanggan. 

4. Gap antara Penyampaian Pelayanan Aktual dan Komunikasi Eksternal 

Kepada Pelanggan 

  Janji yang disampaikan secara potensial bukan hanya meningkatkan 

harapan pelanggan yang akan dijadikan sebagai standar kualitas pelayanan yang 

diterima pelanggan, melainkan juga akan meningkatkan pendapatan tentang 

pelayanan yang akan disampaikan kepada pelanggan. 

5. Gap antara Jasa yang Diharapkan dan Jasa Aktual yang Diterima 

  Gap ini timbul adanya perbedaan antara kinerja pelayanan yang diterima 

pelanggan dan kinerja pelayanan yang diharapkan. Apabila dihubungkan dengan 

tingkat kesesuaian pelanggan, hal ini mencerminkan bahwa pelanggan tersebut 

berada pada keadaan sesuai. Kesenjangan ini terjadi apabila pelanggan 

mempunyai persepsi sendiri dalam mengukur kinerja organisasi publik. 

 Berdasarkan penjelasan kelima gap tersebut yang menjadi fokus dalam 

penelitian ini adalah kesenjangan atau gap 5 yaitu kesenjangan antara harapan dan 

kenyataan pelayanan yang diterima masyarakat dalam pembuatan surat izin usaha 

mikro dan kecil di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Untuk menilai sejauh 

mana kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah, perlu ada kriteria 
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yang menunjukan suatu pelayanan publik yang diberikan dapat dikatakan baik 

atau buruk, berkualitas atau tidak berkualitas. Untuk mengetahui kepuasan 

pelanggan, dapat dilakukan melalui survei pelanggan yang di dasarkan pada 

dimensi-dimensi kualitas pelayanan berkaitan erat dengan kebutuhan pelanggan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kesenjangan Antara Harapan Pelanggan Dengan Kualitas Pelayanan 

(Sumber: Parasurahman (1990: 131)) 
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 Berdasarkan gambar 2.2 dapat diketahui keterkaitan atau hubungan antara 

pelayanan dengan kualitas pelayanan yang bertitik tolak pada harapan pelanggan.  

Dari berbagai dimensi tersebut, semua relevan untuk mengukur tinggi atau 

rendahnya kualitas pelayanan yang dilakukan. Metode SERVQUAL tersebut telah 

dilakukan oleh berbagai peneliti dan hasilnya dapat menjelaskan berbagai kasus 

pelayanan, baik yang dilakukan perusahaan ataupun oleh organisasi publik. 

Artinya, metode ini sangat relevan dengan topik yang di bahas oleh peneliti, yaitu 

tentang izin usaha mikro dan kecil (IUMK).  

2.5 Model SERVQUAL 

 Untuk mengukur kualitas jasa terdapat banyak model yang digunakan. 

Pemilihan suatu model tergantung pada tujuan analisis, jenis perusahaan dan 

situasi pasar. Model kualitas jasa yang paling sering digunakan hingga saat ini 

masih dijadikan acuan dalam riset manajemen dan pemasaran jasa adalah model 

SerQual (service quality) yang dikembangkan oleh parasurahman, zeithaml, dan 

Berry. Menurut Wijaya (2018:62), servqual merupakan pemilihan skala yang 

ringkas namun memiliki tingkat da kebenaran yang cukup tinggi yang dapat 

manajemen perusahaan gunakan agar lebih mengerti bagaimana persepsi 

konsumen dan harapan konsumen terhadap pelayanan yang diberikan. Sedangkan 

menurut Hardiansyah (2011: 41) Servqual  merupakan suatu metode yang 

diturunkan secara empiris yang dapat digunakan oleh organisasi pelayanan untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan. metode ini meliputi pengembangan pemahaman 

mengenai kebutuhan layanan yang dirasakan oleh pelanggan (Hardiansyah, 2011: 

41). Konsep Servqual digunakan untuk menghitung gap antara  persepsi 

pelanggan terhadap jasa yang dikurangi dengan nilai ekspektasi atau harapan 

pelanggan. Berikut penjelasannya (Wijaya, 2018: 62). 

Q = P (Perceived service) – E (Expected service) 

Keterangan: 

Q = Kualitas pelayanan (quality of service) 

P = Perceived service atau persepsi pelanggan 

E = Expected service atau harapan konsumen pada jasa 
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 Pada prinsipnya, data yang diperoleh melalui instrumen servqual  dapat 

dipakai untuk menghitung skor gap kualitas pelayanan pada berbagai level secara 

rinci (Tjiptono, 2008:121), yaitu sebagai berikut. 

a. Item-by-item analysis, misalnya, P1-H1 (Persepsi item 1- Ekspetasi item 2), 

P2-H2, dan seterusnya. 

b. Dimension-by-dimension analysis, contohnya, (P1+P2+P3+P4/4) – 

(H1+H2+H3+H4/4), dimana P1 sampai P4 dan H1 sampe H4 

mencerminkan empat pernyataan persepsi dan ekspetasi berkaitan dengan 

dimensii pertama (bukti langsung). 

c. Perhitungan ukuran tungga kualitas layanan atau gap servqual, yaitu 

(P1+P2+P3+....+P22/22) – (H1+H2+H3+....+H22/22). 

Hasil pengukuran ServQual selanjutnya dapat di interpretasikan dengan mengacu 

pada penjelas Berry dalam Tjiptono (2008), yaitu sebagai berikut. 

1. Jika dalam perhitungan selisih antara skor persepsi dengan skor harapan 

menghasilkan angka positif, menunjukan kualitas pelayanan yang 

dirasakan melebihi tingkat pelayanan yang diharapkan. Demikian tingkat 

kualitas pelayanan terhadap pelanggan dapat dikatakan tinggi. 

2. Jika dalam perhitungan selisi antara skor persepsi dengan skor harapan 

diperoleh skor nol,  menunjukan kualitas pelayanan yang diberikan sesuai 

dengan yang diharapkan pelanggan. Demikian tingkat kualitas pelayanan 

terhadap pelanggan dapat dikatakan netral. 

3. Jika dalam perhitungan selisih antara skor persepsi dengan skor harapan 

menghasilkan angka negatif, menunjukan kualitas pelayanan yang 

dirasakan melebihi tingkat pelayanan yang diharapkan. Demikian tingkat 

kualitas pelayanan terhadap pelanggan dapat dikatakan rendah. 

Pada penelitian yang peneliti lakukan model SerQual nantinya yang 

digunakan untuk mengukur. Kepuasan kualitas pelayanan perizinan bagi usaha 

mikro dan kecil di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


35 

 

 

 

2.6 Penelitan Terdahulu 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

Identitas 

Peneliti 

Luna Destiana (2011) Mokhammad 

Andrean 

Maulikhawanto 

(2015) 

Nurul Ashariyah (2017) 

Judul Penelitian Analisis Kualitas 

Pelayanan Perizinan 

Investasi di Badan 

Koordinasi 

Penanaman Modal 

(BKPM) 

Kualitas Pelayanan 

Rujukan Pasien 

Pada Pusat 

Kesehatan 

Masyaraat 

(PUSKEMAS) 

Rowotengan 

Kecamatan 

Sumberbaru 

Kabupaten Jember  

Analisis Kualitas 

Pelayanan di Badan 

Penanaman Modal dan 

Perizinan Terpadu 

Kabupaten Kulon Progo 

Permasalahan 

Penelitian 

Kurang jelasnya 

perizinan usaha bagi 

investor, terdapat 

banyak keluhan 

masalah keamanan 

berinvestasi, proses 

pengurusan perizinan 

yang masih lambat, 

dan masalah 

pengurusan belum 

terintegrasi. 

Ketepatan waktu 

pelayanan yang 

mengarah pada 

kurangnya daya 

tanggap petugas 

terhadap 

masyarakat, 

ketetapan waktu 

pelayanan 

mempersulit 

masyarakat dalam 

pembuatan surat 

rujukan membuat 

masyarakat kurang 

puas atas pelayanan 

yang diberikan  

Tingkat kepatuhan 

aparat pelayanan publik 

terhadap Undang-

Undang pelayanan 

publik rendah; adanya 

tuntutan untuk lebih 

meningkatkan 

pelayanan publik 

seiring dengan 

perkembangan zaman; 

sarana prasarana kerja 

di Badan Penanaman 

Modal dan Perizinan 

Terpadu Kabupaten 

Kulon Progro belum 

representatif; sebagian 

masyarakat sulit 

memperoleh informas 

menyeluruh terkait 

prosedur pelayanan di 

BPMPT Kabupaten 

Kulon Progo. 

Pendekatan 

Penelitian 

Kuantitatif Kuantitatif Kuantitatif 

Jenis Penelitian Deskriptif Deskriptif Deskriptif 

Metode 

Pengumpulan 

Data 

Kuesioner, Studi 

Kepustakaan, dan 

Wawancara 

Kuesioner, 

wawancara, 

observasi,studi 

pustaka, dan 

Kuesioner, 

Dokumentasi. 
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dokumentasi 

Tujuan Penelitian Untuk 

menggambarkan 

keadaan kualitas 

pelayanan perizinan 

investasi di Badan 

Koordinasi 

Penanaman Modal 

(BKPM) 

Untuk mengetahui 

bagaimana kualitas 

pelayanan rujukan 

pasien pada pusat 

kesehatan masyaraat 

(PUSKEMAS) 

Rowotengan 

Kecamatan 

Sumberbaru 

Kabupaten Jember 

Untuk mengetahui 

kualitas pelayanan di 

Badan Penanaman 

Modal dan Perizinan 

Terpadu Kabupaten 

Kulon Progo 

Hasil Penelitian Pelayanan perizinan di 

BKPM sudah sangat 

baik. Hal ini terlihat 

dari dimensi yang 

menjadi ukuran dari 

pelayanan perizinan 

yaitu dimensi tangible, 

responsiveness, 

reliability, assurance, 

dan empathy. 

Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan 

peneliti menunjukan 

hasil dimensi 

responsiveness 

memiliki score yang 

paling rendah dengan 

score 499 sedangkan 

untuk dimensi tangible 

memperoleh score 

598, dimensi 

reliability memperoleh 

score 502, dimensi 

assurance 

memperoleh score 

526, dimensi empathy 

memperoleh score 

523. 

Kualitas Pelayanan 

Rujukan Pasien 

Pada Pusat 

Kesehatan 

Masyaraat 

(PUSKEMAS) 

Rowotengan 

Kecamatan 

Sumberbaru 

Kabupaten Jember 

dengan 

menggunakan 

model analisi 

sevqual menunjukan 

hasil -14.54 yang 

menunjukan kualitas 

pelayanan yang di 

berikan kurang 

memuaskan. Pada 

dimensi bukti 

langsung 

memperoleh skor -

15.53, dimensi 

kehandalan 

memperoleh skor -

8.78, dimensi daya 

tanggap 

memperoleh skor -

16.1, dimensi 

jaminan 

memperoleh skor -

19.22, dan dimensi 

empati memperoleh 

skor -14.14 

Kualitas pelayanan di 

Badan Penanaman 

Modal dan Perizinan 

Terpadu Kabupaten 

Kulon Progo menjukan 

hasil memuaskan 65% 

atau sebanyak 65 

responden. Hal tersebut 

ditunjukan dari dimensi 

kualitas pelayanan 

publik yaitu tangible, 

responsiveness, 

reliability, assurance, 

dan empathy. Hasil dari 

dimensi tersebut adalah 

tangible menunjukan 

hasil kurang 

memuaskan dengan 

hasil persentase 38%; 

Reliabilty menunjukan 

hasil kurang 

memuaskan dengan 

hasil persentase 52%; 

Responsiviness 

menunjukan hasil 

memuaskan dengan 

hasil persentase 50%; 

Assurance menunjukan 

hasil memuaskan 

dengan hasil persentase 

64%; Emphaty 

menunjukan hasil 

memuaskan dengan 

hasil persentase 54%; 
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BAB 3. METODE PENELITIAN 

Menurut Sugiyono (2011:2) metode penelitian adalah suatu cara ilmiah 

untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah ini 

yang dimaksudkan dalam hal ini adalah cara-cara yang sifatnya rasional, empiris, 

dan sistematis. Metode penelitian sangat penting dalam penelitian karena hasil 

sebuah penelitian akan sangat bergantung dengan pemilihan metode penelitian. 

Metode penelitian yang tepat dan ilmiah akan membuat penelitian tersebut benar 

dan diakui. Ibarat seseorang yang tersesat, jika tidak dapat membaca peta atau 

membawa kompas dan mengikuti dengan benar maka dia akan tersesat. Artinya 

seseorang peneliti wajib mengetahui cara yang benar untuk mendapatkan jawaban 

yang benar. 

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

beikut. 

1. Tipe Penelitian 

2. Tempat dan Waktu Penelitian 

3. Populasi dan Sampel 

4. Fokus Penelitian 

5. Definisi Operasional Variabel 

6. Skala Pengukuran 

7. Jenis dan Sumber Data 

8. Metode Pengumpulan Data 

9. Uji Validitas dan Reliabilitas 

10. Teknik Pengelolahan Data 

11. Metode Analisis Data 

 

3.1 Tipe Penelitian 

 Sesuai dengan permasalahan dan uraian latar belakang, penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif bersifat deskriptif. Definisi penelitian 

menurut Moleong (2012:6) adalah penelitian yang bermaksud memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik dan 
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dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada konteks yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Metode kuantitatif 

menurut Sugiyono (2014:35) merupakan metode penelitian yang berlandaskan 

pada filsafat positivisme, yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau 

sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis 

data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan. Akan tetapi tidak semua penelitian kuantitatif memerlukan hipotesis, 

Singarimbun dan Sofian Efendi dalam Silalahi (2015:272) mengatakan melalui 

penelitian deskriptif peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, 

tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis. Walizer dan Wienir dalam Silalahi 

(2015:272) mengatakan bahwa studi deskriptif merupakan studi yang tidak mulai 

dengan gagasan menguji hipotesis tetapi menemukan distribusi variabel yang 

dipilih.  Berangkat dari definisi tersebut, penelitian ini berupaya memberi 

gambaran dan uraian secara jelas tentang kualitas pelayanan perizinan usaha 

mikro dan kecil pasca pelaksanaan ijus melon di Kecamatan Pedurungan Kota 

Semarang. 

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Pada sub bab ini akan menjelaskan tempat dan waktu penelitian, Berikut 

merupakan penjabaran dari tempat dan waktu penelitian. 

3.2.1 Tempat Penelitian 

 Tempat penelitian merupakan tempat peneliti melakukan kegiatan 

penelitian untuk memperoleh data yang bertujuan untuk menjawab permasalahan 

yang telah ditetapkan. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Pedurungan, Kota 

Semarang. Penentuan lokasi tersebut dengan pertimbangan karena Kota Semarang 

memiliki laju pertumbuhan usaha mikro dan kecil yang terus meningkat setiap 

tahunnya seperti yang telah dijelaskan di dalam latar belakang masalah.  

3.2.2  Waktu Penelitian 

 Waktu penelitian merupakan waktu yang dibutuhkan peneliti dalam 

melakukan penelitian. Waktu penelitian selama 1 bulan pada bulan April-Mei 

2019 
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3.3 Populasi dan Sampel  

Pada sub bab berikutnya adalah pengumpulan data yaitu berupa populasi 

dan sampel. Berikut merupakan penjabaran dari populasi dan sampel. 

3.3.1 Populasi 

Populasi adalah jumlah total dari seluruh unit atau elemen dimana 

penyelidik tertarik (Silalahi, 2015:372). Menurut Silalahi (2015:373), populasi 

dibedakan menjadi dua yaitu populasi target/sasaran dan populasi sampling 

(sampling population). Populasi target adalah kumpulan elemen spesifik yang 

akan dipelajari, atau sekelompok besar kasus yang dispesifikasikan secara konkret 

dari mana peneliti menarik suatu sampel dan dimana hasil dari satu sampel 

tersebut digeneralisasikan, sedangkan populasi sampling atau disebut juga dengan 

populasi survei merupakan populasi yang ditemukan dalam penelitian atau yang 

nyata-nyata diteliti. Pada penelitian ini tipe populasi yang digunakan adalah 

populasi target/sasaran. Populasi yang diambil oleh peneliti adalah warga 

Kecamatan Pedurungan yang pernah membuat surat izin usaha mikro dan kecil 

(IUMK) pada tahun 2018 sejumlah 338 pelaku usaha mikro dan kecil. 

3.3.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2012:81). Sampel yang diambil dari populasi harus 

mempresentasikan populasi tersebut dan setiap pengunjung mendapat kesempatan 

yang sama untuk menjadi sampel dalam penelitian ini. Untuk menentukan jumlah 

sampel peneliti menggunakan rumus Slovin dengan formula (Hamidi, 2007): 

21 Ne

N
n




 

Keterangan : 

n = Ukuran sampel  

N = Ukuran populasi 

e = Kesalahan pengambilan sampel yang ditolerir atau nilai kritis 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat ditentukan jumlah sampel 

berdasarkan perhitungan menggunakan rumus Slovin, sebagai berikut. 
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N = 338 

e = 10% 

 

 

 

 

  

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan rumus slovin dihasilkan 

sampel berjumlah 77.17 sampel. Pada penelitian ini menggunakan 77.17 sampel 

yang dibulatkan menjadi 77 sampel  sebagai objek yang akan diteliti. Dari jumah 

sampel berjumlah 77 dilakukan pembagian pengambilan sample melalui empat 

tahapan yaitu, sebagai berikut. 

1. Pengumpulan data 

Semua unit penelitian (populasi) disusun dalam daftar kerangka 

sampling (sampling frame).  Kerangka sampling adalah daftar dari 

semua unsur sampling dalam populasi sampling. Kerangka sampling 

dalam penelitian ini berjumlah 338 yang diperoleh dari data PPID 

Dinas Koperasi dan UMK Kota Semarang Tahun 2018. Berdasarkan 

data tersebut dikelompokan menjadi dua yaitu usaha mikro berjumlah 

307 dan usaha kecil berjumlah 31. 

2. Penghitungan sampel 

Berdasarkan kerangka sampling dapat ditentukan sampel 

berjumlah 77 sampel berdasarkan hasil perhitungan menggunakan 

rumus Slovin. 

3. Pengelompokan sampel data 

Menentukan jumlah pembagian sampel berdasarkan skala usaha 

(usaha mikro dan kecil), sebagai berikut. 
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N = 338 

n = 77 

Jumlah usaha mikro (UM) = 307 (90,8%) 

Jumlah usaha kecil (UK) = 31 (9,2%) 

a. Usaha Mikro 

 

                          

b. Usaha Kecil 

 

                        

Pada perhitungan tersebut dihasilkan jumlah pembagian sampel 

berdasarkan skala usaha, yaitu usaha kecil berjumlah 7,1 sampel 

dibulatkan menjadi 7 sampel dan usaha mikro berjumlah 69,9 sampel 

dibulatkan menjadi 70 sampel. 

4. Pengambilan sampel 

Pengambilan sampel dilakukan sampel dengan cara undian 

sehingga setiap anggota populasi memiliki kesempatan atau peluang 

yang sama untuk menjadi sampel penelitian. Pada tahap ini seluruh 

unit penelitian dalam daftar kerangka sampeling ditulis dalam secarik 

kertas, selanjutnya digulung dan dimasukan kedalam sebuah kotak. 

Setelah itu dikocok, kemudian diambil gulangan kertas sesuai dengan 

jumlah sampel yang telah di tentukan yaitu 70 sampel usaha mikro dan 

7 sampel usaha kecil. 

 

3.3.3 Teknik Sampling 

Terdapat 2 metode penarikan sampel dari populasi: pemilihan sampel 

probabilitas (probability sampling) dan pemilihan sampel tak probabilitas (non-

probability sampling). Dalam probability sampling, elemen dalam populasi yang 

didefinisikan mempunyai kesempatan yang sama, bebas, dan seimbang dipilih 
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menjadi sampel sedangkan dalam non probability sampling, elemen dalam 

populasi tidak memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi subjek dalam 

sampel (Silalahi, 2010). Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan 

teknik sampling probability sampling. Menurut Silalahi (2015: 393), probability 

sampling adalah semua elemen populasi memiliki peluang atau kesempatan yang 

sama dipilih menjadi sampel. Selanjutnya dengan menggunakan metode yaitu 

metode distratifikasi disproposional random sampling. Distratifikasi 

disproposional random sampling digunakan apabila stratum jumlahnya tidak 

seimbang, artinya besar sample jumlahnya sangat kecil sementara sebagian 

jumlahnya sangat besar (Silalahi, 2015: 404). 

 

3.4 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini bertujuan untuk membatasi peneliti dalam 

pengumpulan data sehingga dalam proses pengumpulan data sesuai dengan 

rumusan permasalahan yang ditetapkan dan relevan dengan tujuan penelitian. 

Penelitian ini memfokuskan pada kualitas pelayanan perizinan usaha mikro dan 

kecil di Kecamatan Pedurungan pada tahun 2018 yakni peneliti menerapakan atau 

menganalisis kualitas pelayanan menggunakan metode service quality  yang 

didasarkan pada lima dimensi yaitu dimensi tangible, dimensi reliability, dimensi 

responsiveness, dimensi assurance, dan dimensi emphaty.  

 

3.5 Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional menurut Kuncoro (2013:171) merupakan suatu aturan 

yang telah dijelaskan secara rinci pemetaan dan alat dimana variabel akan diukur 

dalam kenyataan. Definisi operasional merupakan pedoman yang digunakan 

peneliti dalam pengukuran variabel. Oleh karena itu definisi operasional sangat 

dibutuhkan oleh peneliti untuk melakukan pengukuran dalam penelitian. 

Penelitian ini terdiri dari satu variabel yakni kualitas pelayanan yang diukur 

menggunakan indikator-indikator dalam dimensi servqual, yaitu sebagai berikut. 
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Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 

Jenis 

Variabel 

Definisi Dimensi Indikator Skala 

Kualitas 

Pelayanan 

Menurut Ibrahim 

(2008:22) dalam 

Hardiyansyah 

(2011), kualitas 

pelayanan publik 

merupakan suatu 

kondisi dinamis 

yang 

berhubungan 

dengan produk, 

jasa, manusia, 

proses, dan 

lingkungan 

dimana penilaian 

kualitas 

ditentukan pada 

saat terjadinya 

pemberian 

pelayanan publik 

tersebut. 

Tangibel  1. Penampilan petugas dalam 

melakukan pelayanan. 

2. Kenyamanan tempat 

pelayanan. 

3. Kemudahan dalam proses 

pelayanan. 

4. Kedisiplinan petugas dalam 

memberikan pelayanan. 

5. Kesigapan petugas dalam 

memberikan pelayanan. 

6. Penggunaan alat bantu 

dalam pelayanan. 

Skala 

Likert 

Reliability 1. Kecermatan petugas dalam 

memberikan pelayanan. 

2. Memiliki standar pelayanan 

yang jelas. 

3.  Petugas cekatan dalam 

mengoperasikan peralatan. 

Skala 

Likert 

Responsivenes

s 

1. Kesediaan petugas untuk 

membantu pemohon 

layanan yang kesulitan 

dalam mengurus berkas 

IUMK. 

2. Petugas merespon semua 

pertanyaan pemohon 

layanan. 

3. Petugas  merespon keluhan 

dari pemohon layanan 

Skala 

Likert 

Assurance 1. Ketepatan waktu petugas 

dalam melayani. 

2.  Petugas memberikan 

jaminan legalitas dalam 

pelayanan. 

3. Biaya/tarif pelayanan 

Skala 

Likert 

Empathy 1. Tidak diskriminatif dalam 

memberikan pelayanan 

2. Petugas bersikap ramah. 

3.  Petugas bersikap sopan 

santun. 

Skala 

Likert 

Sumber: data yang diolah (2019) 
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3.6 Skala Pengukuran 

Skala pengukuran merupakan sebuah kesepakatan yang dijadikan sebagai 

acuan dalam menentukan panjang pendeknya jarak pada alat ukur. Pada penelitian 

ini menggunakan skala likert.  Skala likert  merupakan skala pengukuran yang 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, serta persepsi seseorang atau suatu 

kelompok terhadap suatu fenomena sosial (Sugiyono, 2014:93).  Dengan skala 

likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. 

Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-

item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Jawaban dari 

setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari 

sangat positif samapai sangat negatif yang berbentuk kata-kata seperti: Sangat 

setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Untuk keperluan 

analisis kuantitatif, maka jawaban  itu dapat diberi skor, misalnya: 

Tabel 3.2 Skoring item dalam Skala Likert 

NO JAWABAN SKOR 

1. Sangat Setuju  5 

2. Setuju  4 

3. Cukup Setuju  3 

4. Tidak Setuju  2 

5. Sangat Tidak Setuju  1 

Sumber: Purwanto dan Sulistyastuti (2007) 

3.7 Jenis dan Sumber Data 

Data merupakan bahan penting yang digunakan oleh peneliti untuk 

menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis dan mencapai tujuan penelitian. 

Oleh karena itu, data dan kualitas data merupakan pokok penting dalam penelitian 

karena menentukan kualitas hasil penelitian. Data untuk suatu penelitian 

dikumpulkan dari berbagai sumber. Menurut Silalahi (2010:289) terdapat 2 

macam sumber data dalam sebuah penelitian, yaitu sebagai berikut.   

1. Sumber Primer 

Data primer merupakan data yang dikumpulkan dari situasi aktual di mana 

peristiwa terjadi (Silalahi, 2015). Data primer pada penelitian ini diperoleh dari 

penyebaran dan pengisian kuesioner yang dilakukan oleh peneliti. Kuesioner 
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merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya (Sugiyono, 2007:142). Kuesioner ini akan dinilai menggunakan skala 

likert yaitu pengukuran yang digunakan untuk mengukur setiap pendapat 

seseorang tentang fenomena sosial.  Angket dalam penelitian ini terdiri dari daftar 

butir-butir pertanyaan yang dibagikan kepada responden dan dipergunakan untuk 

mengumpulkan data yang berkaitan dengan kualitas pelayanan publik izin usaha 

mikro dan kecil di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Responden yang 

dimaksudkan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan jasa 

pelayanan pembuatan surat izin usaha mikro dan kecil di Kecamatan Pedurungan 

Kota Semarang. 

2. Sumber Sekunder 

Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen (Sugiyono, 

2012:156). Data sekunder diperoleh dari. 

a. Dokumentasi  

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-

barang tertulis. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal 

atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 

2010:274). Dokumentasi dibagi menjadi dua yaitu dukumen pribadi dan 

dokumen resmi (Bungin, 2013). 

- Dokumen pribadi adalah catatan atau karangan seseorang secara 

tertulis tentang tindakan, pengalaman, kepercayaannya 

- Dokumen resmi yang terbagi menjadi dua yaitu intern dan ekstern. 

Dokumen intern berupa memo, pengumuman, instruksi, aturan 

lembaga untuk kalangan sendiri seperti risalah atau laporan hasil rapat, 

sedangkan dokumen ekstern bahan-bahan informasi yang dikeluarkan 

suatu lembaga seperti majalah, buletin, berita-berita yang disiarkan 

kemedia masa. Sumber data dokumentasi yang akan digunakan oleh 

peneliti adalah sumber data dokumentasi ekstern. 
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b. Studi Pustaka 

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data sekunder yang 

bersumber pada literatur, dokumen, majalah, dan hasil penelitian 

sebelumnya yang diperoleh dari perpustakaan terutama yang berhubungan 

dengan penelitian. 

c. Wawancara  

Basrowi dan Suwandi (2008) wawancara merupakan percakapan 

dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) 

sebagai pengaju/pemberi pertanyaandan yang diwawancarai (interviewee) 

sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.  Penelitian ini peneliti 

menggunakan jenis wawancara informal. Data wawancara pada penelitian 

ini digunakan untuk melengkapi data yang dibutuhkan pada bab 1. 

 

3.8 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah bagian instrumen pengumpulan data 

yang menentukan berhasil atau tidak suatu penelitian (Bungin, 2015). Kesalahan 

penggunaan metode pengumpulan data atau metode pengumpulan data tidak 

digunakan semestinya, berakibat fatal terhadap hasil-hasil penelitian yang 

digunakan. Pada penelitian kuantitatif terdapat beberapa metode pengumpulan 

data, antara lain seperti: metode angket, observasi, dan dokumentasi (Bungin, 

2015:130). 

1. Angket 

Metode angket berbentuk rangkaian atau kumpulan pertanyaan yang 

disusun secara sistematis dalam sebuah daftar pertanyaan, kemudian dikirim 

kepada responden untuk diisi. Setelah diisi, angket dikirim kembali atau 

dikembalikan kepada petugas atau peneliti. Pada penelitian ini angket yang 

digunakan berupa angket langsung tertutup. Angket langsung tertutup adalah 

angket yang dirancang sedemikian rupa untuk merekam data tentang keadaan 

yang dialami oleh responden sendiri, kemudian semua jawaban alternatif 

jawaban yang harus dijawab responden, telah tertera dalam angket tersebut. 

Pelaku usaha mikro dan kecil yang telah membuat surat izin usaha mikro dan 
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kecil di Kecamatan Pedurungan adalah responden yang akan memberikan 

jawaban dalam kuesioner penelitian ini. 

2. Observasi 

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia 

dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain 

pancaindra lainnya seperti telinga, penciuam, mulut, dan kulit. Oleh karena 

itu, observasi adalah kemampuan seseorang menggunakan pengamatannya 

melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya 

(Bungin, 2015:142). Observasi yang digunakan oleh peneliti adalah observasi 

langsung. Observasi langsung adalah pengamatan yang dilakukan secara 

langsung pada objek observasi, dalam arti bahwa pengamatan tidak 

menggunakan “media-media transparan” (Bungin, 2015:143). Proses 

observasi ini merupakan hal yang penting dalam penelitian, karena terkadang 

apa yang disampaikan oleh responden tidak sama dengan apa yang sebenarnya 

terjadi di lapangan. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam metode penelitian sosial. Pada intinya dokumentasi adalah 

metode yang digunakan untuk menelusuri data historis (Bungin, 2015: 153). 

Sebagian besar data yang tersedia berbentuk surat-surat, catatan harian, 

kenang-kenangan, laporan, dan sebagainya. 

 

3.9 Uji Instrumen Data 

3.9.1 Uji Validitas 

Menurut Silalahi (2015: 473) validitas pengukuran memberi tahu kita 

seberapa baik definisi konseptual dan definisi operasional bekerja sama atau 

sesuai satu dengan yang lain dan seberapa baik indikator-indikator mewakili 

variabel: semakin baik kesesuaiannya semakin tinggi validitas pengukurannya. 

Menurut Sugiyono (2008:121), valid berarti instrumen dapat digunakan untuk 

mengukur apa yang seharusnya diukur. Dengan kata lain valid berarti alat ukur 

yang digunakan harus cocok atau sesuai digunakan untuk mengukur variabel yang 
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hendak diukur. Untuk mengukur valid atau tidaknya instrumen yang digunakan, 

maka dalam penelitian ini digunakan teknik korelasi product moment.  Siregar 

(2014:47) menyatakan bahwa ada empat jenis uji validitas, yaitu uji validitas rupa,  

uji validitas isi, uji validitas kriteria, dan uji validitas konstruk. Penelitian ini 

menggunakan uji validitas konstruk, dalam uji validitas konstruk memiliki 

beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk mengetahui kuesioner yang 

digunakan sudah tepat untuk mengukur apa yang ingin diukur, yaitu sebagai 

berikut. 

1. Jika koefisien korelasi product moment  melebihi 0,3. 

2. Jika koefisien korelasi product moment  > rtabel (α;n-2) n= jumlah sampel. 

3. Nilai sig ≤ α 

Rumus perhitungan yang digunakan untuk uji validitas konstruk dengan teknik 

korelasi product moment, sebagai berikut. 

   

Keterangan: 

 r = koefisien korelasi product moment 

 n = jumlah responden 

 x = skor butir 

 y = skor total dari variabel 

3.9.2 Uji Reliabilitas  

Menurut Silalahi (2015: 461) reliabilitas merupakan suatu kontruk yang 

telah dijabarkan dalam instrumen dilakukan untuk membuktikan akurasi, 

konsistensi, dan ketepatan instrumen dalam mengukur kontruk. Suatu instrumen 

ukuran dapat dipercaya jika hasil ukuran dari instrumen ukuran tersebut stabil 

atau konsisten. Artinya, hasil pengukurannya tidak berubah-ubah walaupun 

instrumen ukuran tersebut digunakan berulang kali tetap akan memberikan hasil 

yang relatif sama. Robert Ho dalam Silalahi (2015: 464) mengklasifikasi metode 

yang ada untuk menentukan reliabilitas dari satu instrumen pengukuran dengan 
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membedakan dalam dua kategori besar,yaitu: external consistency procedures dan 

internal consistency procedures. Prosedur konsistensi eksternal menggunakan dua 

metode utama menentukan reliabilitas adalah test-retest dan parallel forms of the 

same test. Sedangkan prosedur konsistensi internal menggunakan tiga metode 

utama untuk menentukan reliabilitas dari satu uji berdasarkan konsistensi internal 

adalah splithalf technique, cronbach’s alpha, dan item analysis. 

Dalam penelitian ini, uji reliabilitas yang digunakan peneliti adalah dengan  

menggunakan prosedur konsistensi internal dengan metode cronbach’s alpha 

untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel. Menurut 

Siregar (2014:57) teknik alpha cronbach dapat digunakan untuk menentukan 

apakah suatu instrumen penelitian reabel atau tidak, bila jawaban yang diberikan 

responden berbentuk skala misal 1-5 atau jawaban responden yang 

menginterpretasikan penilaian sikap. 

Kriteria suatu instrumen penelitian dikatakan reliable dengan 

menggunakan teknik ini, bila koefisien reliabilitas ( ) > 0,6. Tahapan 

perhitungan uji reliabilitas dengan menggunakan teknik Alpha Cronbach, yaitu 

sebagai berikut. 

a. Menentukan nilai varians setiap butir pertanyaan 

 

b. Menentukan nilai varians total 

 

 

c. Menentukan reliabilitas instrumen 

               

Keterangan : 

n  :  Jumlah sampel 

  : Jawaban responden untuk setiap butir pertanyaan 
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  : Total jawaban responden untuk setiap butir pertanyaan 

  : Varians total 

 : Jumlah varians butir 

k  : Jumlah butir pertanyaan 

   : Jumlah varians butir 

Tabel 3.3 Pedoman Menentukan Tingkat Keandalan Instrumen Ukuran dari 

Cronbach Alpha 

Hasil uji Cronbach Alpha Derajat Keandalan 

< 0,5 

0,5 – 0,6 

0,6 – 0,7 

0,7 – 0,9 

>0,9 

Tidak dapat digunakan 

Jelek (poor) 

Cukup/dapat diterima (fair) 

Bagus (good) 

Luar biasa bagus (excellent) 

Sumber: Silalahi (2015: 471) 

 Tingkat keandalan instrumen ukuran dari hasil uji dengan menggunakan 

metode Cronbach Alpha ditentukan oleh koefissien reliabilitas (yang ditunjukan 

oleh besarnya koefisien korelasi) dengan nilai variasi dari 0 hingga 1 (Tabel 3.3). 

Jika hasil uji reliabilitas menunjukkan α ≥ 0,6. Maka instrumen ukuran tersebut 

mengindikasikan satisfactory internal consistensy reliability sehingga layak 

digunakan sebagai ukuran untuk penelitian. Tetapi jika < 0,6 maka instrumen 

ukuran tersebut mengindikasikan unsatisfactory internal consistency reliability 

sehingga tidak layak digunakan sebagai instrumen ukuran untuk penelitian 

(Silalahi, 2015: 471).  

 

3.10 Teknik Pengelolahan Data 

Teknik pengolahan  data  adalah proses transformasi atau 

menyederhanakan dan mengorganisasi data mentah ke dalam bentuk yang mudah 

dibaca dan dipahami. Menurut Silalahi (2010:321) proses transformasi data 

dilakukan melalui kegiatan penyuntingan (editing),  dan  tabluasi (tabulation). 

Berikut penejelasan dari tiap-tiap tahapan tersebut: 
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1. Tahap penyuntingan (editing) 

Proses memeriksa kembali kualitas data dalam instrumen 

dinamakan penyuntingan (editing). Pemeriksaan yang dilakukan dalam 

tahap ini meliputi kelengkapan, konsistensi, ketepatan, keseragaman, dan 

relevansi. Jika data yang didapat menujukkan ada cacat yang disebabkan 

oleh tidak dipenuhinya satu atau beberapa syarat data maka harus 

dilakukan pengumpulan data ulang ke lapangan untuk mendapatkan data 

yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan. 

2. Tahap pembeberan (tabulating) 

Tabulasi adalah tahap yang menyajikan hitungan frekuensi atau 

perkiraan numerik tentang distribusi dari suatu hal. Oleh karena itu, 

tabulasi merupakan alat analisis atau sebagai alat untuk menyusun kategori 

ketika mengubah variabel rasio atau interval menjadi nominal atau ordinal 

atau berdasarkan indeks. Tabulasi kemudian digunakan untuk menciptakan 

statistik deskriptif. Data yang ditabulasi dan dianalisis adalah data yang 

sudah tersusun sedemikian rupa dalam bentuk tabel induk. Dengan kata 

lain, setelah data disusun dalam tabel induk atau matrik data barulah 

kegiatan tabulasi dengan mudah dapat dilakukan. 

 

3.11 Metode Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan rumus, sebagai berikut 

(Isnindar, 2013): 

 

 

Keterangan: 

x   : Skor rata-rata kenyataan/persepsi 

y   : Skor rata-rata harapan 

n   : Jumlah responden 

∑x : Jumlah skor item pertanyaan persepsi 
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∑y : Jumlah skor item pertanyaan harapan 

 Analisis yang digunakan untuk mengukur kepuasan kualitas pelayanan 

publik izin usaha mikro dan kecil di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang 

menggunakan metode SERVQUAL untuk mengetahui kepuasan konsumen dengan 

mencari nilai rata-rata kesenjangan (gap) antara kualitas pelayanan yang 

diharapkan dengan yang dirasakan, maka pertanyaan yang terdapat di dalam 

kuesioner terkait dengan expected service dan perceived service. 

Menurut Parasurahman dalam Tjiptono (2011: 349), untuk mengukur 

kepuasan konsumen dapat digunakan rumusan, sebagai berikut. 

Q = P (Perceived service) – E (Expected service) 

Keterangan: 

Q = Kualitas pelayanan (quality of service) 

P = Perceived service atau persepsi pelanggan 

E = Expected service atau harapan konsumen pada jasa 

Untuk memperoleh skor harapan dan skor jasa pelayanan yang diterima, 

peneliti menggunakan pengukuran sikap yaitu skala likert. Menurut Silalahi 

(2015: 348), skala likert adalah teknik penskalaan banyak digunakan terutama 

untuk mengukur sikap, pendapat atau persepsi seseorang tentang dirinya atau 

kelompoknya atau sekelompok orang berhungan dengan suatu hal. Skala likert 

merupakan bentuk sangat umum dari summative scale atau summated-rating 

scale.  

Penelitian ini menggunakan skala likert dengan menggunakan lima 

tingkatan. Setiap pertanyaan memiliki pilhan jawaban yang disusun sebagai 

berikut. 

a. STS : Sangat Tidak Setuju = 1 

b. TS: Tidak Setuju   = 2 

c. KS: Kurang Sutuju  = 3 

d. S: Setuju    = 4 

e. SS: Sangat Setuju   = 5 
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Hasil pengukuran ServQual selanjutnya dapat di interpretasikan dengan mengacu 

pada penjelas Berry dalam Tjiptono (2008), yaitu sebagai berikut. 

1. Jika dalam perhitungan selisih antara skor persepsi dengan skor harapan 

menghasilkan angka positif, menunjukan kualitas pelayanan yang 

dirasakan melebihi tingkat pelayanan yang diharapkan. Demikian tingkat 

kualitas pelayanan terhadap pelanggan dapat dikatakan tinggi. 

2. Jika dalam perhitungan selisi antara skor persepsi dengan skor harapan 

diperoleh skor nol,  menunjukan kualitas pelayanan yang diberikan sesuai 

dengan yang diharapkan pelanggan. Demikian tingkat kualitas pelayanan 

terhadap pelanggan dapat dikatakan baik. 

3. Jika dalam perhitungan selisih antara skor persepsi dengan skor harapan 

menghasilkan angka negatif, menunjukan kualitas pelayanan yang 

dirasakan melebihi tingkat pelayanan yang diharapkan. Demikian tingkat 

kualitas pelayanan terhadap pelanggan dapat dikatakan rendah. 
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BAB 5. PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis secara keseluruhan menyatakan pelaku usaha mikro 

dan kecil di Kecamatan Pedurungan belum merasa puas terhadap pelayanan 

perizinan di Kecamatan Pedurungan dikarenakan berdasarkan hasil servqual 

menunjukan tanda (-) yang berarti pelayanan yang di berikan di Kecamatan 

Pedurungan adalah rendah. Pernyataan ini didasarkan pada hasil perhitungan 

menggunakan metode servqual dengan hasil nilai servqual adalah -0,28. Hal ini 

dipengaruhi oleh dari nilai rerata antara harapan dan persepsi setiap item 

pernyataan dari dimensi bukti langsung, dimensi kehandalan, dimensi 

ketanggapan, dimensi jaminan, dan dimensi empati. Hasil  rerata servqual untuk 

masing-masing dimensi adalah sebagai berikut -0,28 dimensi bukti langsung, -

0,26 dimensi kehandalan, -0,27 dimensi ketanggapan, -0,24 dimensi jaminan, dan 

-0,35 dimensi empati. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas diketahui bahwa kualitas pelayanan 

perizinan bagi usaha mikro dan kecil di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang 

tidak baik, sehingga peneliti memberikan beberapa saran, yaitu sebagai berikut. 

1. Gap negatif yang muncul dari harapan dengan persepsi pada setiap variabel 

kualitas pelayanan perizinan bagi usaha mikro dan kecil mengindikasikan 

persepsi pengguna dalam hal ini pelaku usah mikro dan kecil di Kecamatan 

Pedurungan belum mampu memenuhi harapan mereka. Kecamatan 

Pedurungan perlu memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan kepada 

masyarakat, karena secara keseluruhan dari ke lima dimensi kualitas 

pelayanan yang diteliti, harapan pelaku usaha mikro dan kecil perlu 

dilakukan perbaikan untuk meningkatan kualitas pelayanan perizinan bagi 

usaha mikro dan kecil yaitu diperlukan perbaikan/renovasi bangunan fisik 

pada Kecamatan Pedurungan, perlu di berikan ruangan khusus pelayanan, 

perlu disediakan mesin antrian yang bekerja secara optimal, kursi tunggu 
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yang kurang memadai serta kurang nyaman dan pendingin ruangan (AC dan 

kipas angin) dikarena ruangan pelayanan yang tersedia cukup panas. 

2. Peningkatan dari segi pelayanan dapat di fokuskan terhadap ke delapan 

belas indikator yang memang dirasakan penting namun masih belum 

memiliki kualitas pelayanan yang baik. Hal ini dapat di perbaiki dengan 

menambahkan kuantitas jumlah pegawai yang melayani karena sering tidak 

tersedianya petugas pelayanan yang berada di meja pelayanan dan kurang 

efektifnya pemanfaatan sistem pelayanan, hal tersebut menjadikan 

pelayanan yang diberikan tidak maksimal dan pelayanan yang di berikan 

tidak cepat, selain itu perlu dilakukan pelatihan seperti personal 

development dikarena petugas pelayanan yang mengurus perizinan usaha 

mikro dan kecil masih belum memiliki kemampuan yang cekatan dalam 

mengoperasikan dan mengakses komputer dan keramahan pegawai dalam 

melayani. 
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ANGKET (KUESIONER) PENELITIAN 

Bersama ini saya Tommi Indracesar mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi 

Negara FISIP Universitas Jember memohon ketersediaan anda untuk mengisi angket terkait 

kualitas pelayanan perizinan usaha mikro dan kecil di Kecamatan Pedurungan Kota 

Semarang. Tujuan penyebaran kuisioner ini untuk memperoleh data penelitian dalam rangka 

penulisan tugas akhir. Segala Informasi yang anda berikan dijaga kerahasiannya dan 

merupakan bantuan yang sangat berarti bagi saya untuk menyelesaikan penelitian ini. atas 

bantuan dan perhatian nya saya ucapkan terimakasih. Mohon diisi dengan tanda (√) pada opsi 

yang telah tersedia sesuai dengan  pendapat anda. 

Keterangan:  

a. Sangat Tidak Setuju (STS) 

b. Tidak Setuju (TS) 

c. Kurang Setuju (KS) 

d. Setuju (S) 

e. Sangat Setuju (SS) 

 

Data Responden 

Nama  

Umur  

Jenis Kelamin L/P 

Nama Usaha  

Skala Usaha Usaha Mikro/Usaha Kecil    

Produk Usaha  

Alamat Usaha   

No. Hp/Telp.  

Nb: Coret yang tidak perlu 
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A. PERSEPSI terhadap pembuatan surat izin usaha mikro dan kecil 

No Pernyataan Penilaian 

STS TS KS S SS 

T1 Petugas berpenampilan rapi      

T2 

 

Tersedia fasilitas di ruang pelayanan seperti kursi 

tunggu, AC, TV, dll 

     

T3 Proses pembuatan surat izin usaha mikro dan kecil 

(IUMK) mudah 

     

T4 Petugas disiplin dalam melayani       

T5 Petugas sigap dalam melayani      

T6 Terdapat alat bantu modern seperti mesin antrian      

R7 Petugas teliti dalam memproses dokumen IUMK      

R8 Pelayanan yang di berikan oleh petugas sudah 

sesuai dengan SOP yang berlaku 

     

R9 Petugas cepat/mahir dalam mengoperasikan 

peralatan seperti komputer sehingga penyelesaian 

dokumen lebih cepat 

     

P10 Petugas bersedia membantu pemohon layanan saat 

mengalami kesulitan dalam mengurus surat IUMK 

     

P11 Petugas merespon pertanyaan pemohon layanan      

P12 Petugas merespon keluhan pemohon layanan      

A13 Petugas memberikan kepastian waktu dalam 

menyelesaikan dokumen IUMK  

     

A14 Petugas memberikan jaminan legalitas hukum 

dokumen IUMK 

     

A15 Biaya/tarif pembuatan IUMK gratis      

E16 Petugas tidak membeda-bedakan dalam 

memberikan pelayanan 

     

E17 Petugas ramah dalam melayani      

E18 Petugas sopan dalam melayani      
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B. HARAPAN terhadap pembuatan surat izin usaha mikro dan kecil 

No Pernyataan Penilaian 

STS TS KS S SS 

T1 Petugas perlu berpenampilan rapi dalam 

memberikan pelayanan 

     

T2 

 

Harus tersedia beberapa fasilitas penunjang 

diruang pelayanan, seperti kursi, TV, dll yang 

dapat membuat saya nyaman  

     

T3 perlu adanya kemudahan pembuatan surat izin 

usaha mikro dan kecil (IUMK) seperti 

pemangkasan alur 

     

T4 Petugas perlu memiliki kedisiplinan dalam 

memberikan pelayanan 

     

T5 Petugas perlu memiliki kesigapan dalam 

memberikan pelayanan 

     

T6 Perlu adanya peningkatan alat bantu modern 

dalam pemberian pelayanan 

     

R7 Petugas perlu memiliki ketelitian dalam 

memproses berkas IUMK. 

     

R8 Pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan 

SOP yang berlaku 

     

R9 Petugas perlu lebih cekatan dalam 

mengoperasikan peralatan seperti komputer 

     

P10 Petugas harus bersedia membantu pemohon 

layanan yang kesulitan dalam mengurus surat 

IUMK  

     

P11 Petugas harus merespon semua pertanyaan yang 

diajukan pemohon layanan 

     

P12 Petugas harus merespon semua keluhan yang 

dirasakan pemohon layanan 

     

A13 Petugas harus memberikan kepastian waktu 

yang jelas dalam pembuatan surat IUMK 
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A14 Petugas harus memberikan legalitas dokumen 

IUMK 

     

A15 Petugas perlu memberikan kepastian biaya/tarif 

pembuatan IUMK  

     

E16 Petugas tidak bersikap diskriminatif(membeda-

bedakan) dalam memberikan pelayanan 

     

E17 Petugas harus bersikap ramah dalam 

memberikan pelayanan  

     

E18 Petugas harus bersikap sopan dalam 

memberikan pelayanan 
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>Warning # 849 in column 23.  Text: in_ID

>The LOCALE subcommand of the SET command has an invalid parameter.  It cou

ld

>not be mapped to a valid backend locale.

CORRELATIONS

  /VARIABLES=HT1 HT2 HT3 HT4 HT5 HT6 HR7 HR8 HR9 HP10 HP11 HP12 HA13 HA14 H

A15 HE16 HE17 HE18 total

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG

  /MISSING=PAIRWISE.

Correlations
[DataSet0]

Correlations

HT1 HT2 HT3 HT4 HT5 HT6 HR7 HR8 HR9 HP10 HP11 HP12 HA13 HA14 HA15 HE16 HE17 HE18 total
HT1 Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)
N

HT2 Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

HT3 Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

HT4 Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

HT5 Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

HT6 Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

HR7 Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

HR8 Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

HR9 Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

HP10 Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

HP11 Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

HP12 Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

HA13 Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

HA14 Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

HA15 Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

HE16 Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

HE17 Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

HE18 Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

total Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

1 ,451** ,304** ,540** ,390** ,348** ,429** ,167 ,204 ,221 ,178 ,164 ,087 ,022 ,158 ,044 ,115 ,093 ,488**

,000 ,007 ,000 ,000 ,002 ,000 ,146 ,076 ,053 ,121 ,155 ,451 ,849 ,171 ,703 ,318 ,419 ,000
77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77

,451** 1 ,418** ,710** ,479** ,245* ,277* ,183 ,288* ,211 ,186 ,117 ,083 ,114 ,491** ,306** ,345** ,189 ,614**

,000 ,000 ,000 ,000 ,032 ,015 ,110 ,011 ,065 ,106 ,309 ,475 ,323 ,000 ,007 ,002 ,100 ,000
77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77

,304** ,418** 1 ,417** ,352** ,229* ,075 ,299** ,098 ,049 ,291* ,327** ,175 ,142 ,494** ,266* ,414** ,437** ,600**

,007 ,000 ,000 ,002 ,045 ,515 ,008 ,397 ,674 ,010 ,004 ,127 ,219 ,000 ,019 ,000 ,000 ,000
77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77

,540** ,710** ,417** 1 ,688** ,356** ,365** ,179 ,290* ,292** ,232* ,180 ,329** ,122 ,340** ,191 ,293** ,257* ,670**

,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,001 ,118 ,010 ,010 ,042 ,117 ,003 ,290 ,003 ,097 ,010 ,024 ,000
77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77

,390** ,479** ,352** ,688** 1 ,398** ,302** ,217 ,049 ,177 ,011 ,035 ,279* ,225* ,095 ,205 ,261* ,365** ,544**

,000 ,000 ,002 ,000 ,000 ,008 ,058 ,672 ,124 ,923 ,759 ,014 ,049 ,413 ,073 ,022 ,001 ,000
77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77

,348** ,245* ,229* ,356** ,398** 1 ,548** ,295** ,343** ,043 ,225* ,251* ,235* ,301** ,192 ,114 ,231* ,202 ,548**

,002 ,032 ,045 ,001 ,000 ,000 ,009 ,002 ,708 ,050 ,028 ,040 ,008 ,095 ,323 ,043 ,078 ,000
77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77

,429** ,277* ,075 ,365** ,302** ,548** 1 ,376** ,581** ,392** ,335** ,284* ,372** ,340** ,217 ,168 ,226* ,185 ,612**

,000 ,015 ,515 ,001 ,008 ,000 ,001 ,000 ,000 ,003 ,012 ,001 ,002 ,058 ,144 ,048 ,106 ,000
77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77

,167 ,183 ,299** ,179 ,217 ,295** ,376** 1 ,324** ,218 ,383** ,506** ,206 ,221 ,406** ,245* ,304** ,483** ,563**

,146 ,110 ,008 ,118 ,058 ,009 ,001 ,004 ,057 ,001 ,000 ,073 ,053 ,000 ,032 ,007 ,000 ,000
77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77

,204 ,288* ,098 ,290* ,049 ,343** ,581** ,324** 1 ,479** ,599** ,404** ,294** ,286* ,207 ,311** ,204 ,198 ,571**

,076 ,011 ,397 ,010 ,672 ,002 ,000 ,004 ,000 ,000 ,000 ,009 ,012 ,071 ,006 ,076 ,085 ,000
77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77

,221 ,211 ,049 ,292** ,177 ,043 ,392** ,218 ,479** 1 ,435** ,301** ,423** ,255* ,091 ,277* ,155 ,252* ,474**

,053 ,065 ,674 ,010 ,124 ,708 ,000 ,057 ,000 ,000 ,008 ,000 ,025 ,430 ,015 ,178 ,027 ,000
77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77

,178 ,186 ,291* ,232* ,011 ,225* ,335** ,383** ,599** ,435** 1 ,601** ,301** ,237* ,292* ,215 ,315** ,338** ,574**

,121 ,106 ,010 ,042 ,923 ,050 ,003 ,001 ,000 ,000 ,000 ,008 ,038 ,010 ,060 ,005 ,003 ,000
77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77

,164 ,117 ,327** ,180 ,035 ,251* ,284* ,506** ,404** ,301** ,601** 1 ,194 ,249* ,426** ,363** ,445** ,350** ,579**

,155 ,309 ,004 ,117 ,759 ,028 ,012 ,000 ,000 ,008 ,000 ,091 ,029 ,000 ,001 ,000 ,002 ,000
77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77

,087 ,083 ,175 ,329** ,279* ,235* ,372** ,206 ,294** ,423** ,301** ,194 1 ,565** ,258* ,303** ,197 ,290* ,524**

,451 ,475 ,127 ,003 ,014 ,040 ,001 ,073 ,009 ,000 ,008 ,091 ,000 ,023 ,007 ,086 ,010 ,000
77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77

,022 ,114 ,142 ,122 ,225* ,301** ,340** ,221 ,286* ,255* ,237* ,249* ,565** 1 ,320** ,403** ,394** ,347** ,518**

,849 ,323 ,219 ,290 ,049 ,008 ,002 ,053 ,012 ,025 ,038 ,029 ,000 ,005 ,000 ,000 ,002 ,000
77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77

,158 ,491** ,494** ,340** ,095 ,192 ,217 ,406** ,207 ,091 ,292* ,426** ,258* ,320** 1 ,486** ,632** ,455** ,647**

,171 ,000 ,000 ,003 ,413 ,095 ,058 ,000 ,071 ,430 ,010 ,000 ,023 ,005 ,000 ,000 ,000 ,000
77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77

,044 ,306** ,266* ,191 ,205 ,114 ,168 ,245* ,311** ,277* ,215 ,363** ,303** ,403** ,486** 1 ,649** ,466** ,568**

,703 ,007 ,019 ,097 ,073 ,323 ,144 ,032 ,006 ,015 ,060 ,001 ,007 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77

,115 ,345** ,414** ,293** ,261* ,231* ,226* ,304** ,204 ,155 ,315** ,445** ,197 ,394** ,632** ,649** 1 ,628** ,656**

,318 ,002 ,000 ,010 ,022 ,043 ,048 ,007 ,076 ,178 ,005 ,000 ,086 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77

,093 ,189 ,437** ,257* ,365** ,202 ,185 ,483** ,198 ,252* ,338** ,350** ,290* ,347** ,455** ,466** ,628** 1 ,618**

,419 ,100 ,000 ,024 ,001 ,078 ,106 ,000 ,085 ,027 ,003 ,002 ,010 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000
77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77

,488** ,614** ,600** ,670** ,544** ,548** ,612** ,563** ,571** ,474** ,574** ,579** ,524** ,518** ,647** ,568** ,656** ,618** 1
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**.

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*.

RELIABILITY

  /VARIABLES=HT1 HT2 HT3 HT4 HT5 HT6 HR7 HR8 HR9 HP10 HP11 HP12 HA13 HA14 H

A15 HE16 HE17 HE18

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL

  /MODEL=ALPHA
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  /SUMMARY=TOTAL.

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

N %
Cases Valid

Excludeda

Total

77 100,0

0 ,0

77 100,0

Listwise deletion based on all variables in the procedure.a.

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha N of Items

,878 18

Item-Total Statistics

Scale Mean if
Item Deleted

Scale Variance
if Item Deleted

Corrected Item-
Total

Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted
HT1
HT2
HT3
HT4
HT5
HT6
HR7
HR8
HR9
HP10
HP11
HP12
HA13
HA14
HA15
HE16
HE17
HE18

76,32 35,433 ,410 ,875
76,45 33,751 ,534 ,870
76,55 32,620 ,491 ,875
76,38 34,290 ,614 ,867
76,30 35,133 ,474 ,872
76,35 34,441 ,462 ,873
76,35 34,389 ,544 ,870
76,26 35,432 ,504 ,872
76,32 35,091 ,506 ,871
76,21 36,009 ,409 ,875
76,27 35,201 ,513 ,871
76,23 35,181 ,519 ,871
76,25 35,162 ,449 ,873
76,19 35,475 ,450 ,873
76,29 33,812 ,579 ,868
76,18 35,151 ,504 ,871
76,16 34,107 ,595 ,868
76,18 35,151 ,565 ,870

DATASET ACTIVATE DataSet0.

DATASET ACTIVATE DataSet0.

Page 2

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


SAVE OUTFILE='E:\Validasi dan Reliability FIX\Data Harapan.sav'

  /COMPRESSED.

DATASET ACTIVATE DataSet0.

Page 3
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>Warning # 849 in column 23.  Text: in_ID

>The LOCALE subcommand of the SET command has an invalid parameter.  It cou

ld

>not be mapped to a valid backend locale.

NEW FILE.

DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT.

CORRELATIONS

  /VARIABLES=PT1 PT2 PT3 PT4 PT5 PT6 PR7 PR8 PR9 PP10 PP11 PP12 PA13 PA14 P

A15 PE16 PE17 PE18 total

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG

  /MISSING=PAIRWISE.

Correlations
[DataSet1]

Correlations

PT1 PT2 PT3 PT4 PT5 PT6 PR7 PR8 PR9 PP10 PP11 PP12 PA13 PA14 PA15 PE16 PE17 PE18 total
PT1 Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)
N

PT2 Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

PT3 Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

PT4 Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

PT5 Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

PT6 Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

PR7 Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

PR8 Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

PR9 Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

PP10 Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

PP11 Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

PP12 Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

PA13 Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

PA14 Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

PA15 Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

PE16 Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

PE17 Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

PE18 Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

total Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

1 ,575** ,185 ,369** ,262* ,355** ,216 ,000 ,208 ,028 ,224 ,038 ,097 ,064 -,067 -,105 -,049 ,117 ,378**

,000 ,108 ,001 ,021 ,002 ,059 1,000 ,070 ,807 ,050 ,746 ,399 ,582 ,565 ,362 ,672 ,310 ,001
77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77

,575** 1 ,200 ,327** ,283* ,398** ,216 ,146 ,273* ,213 ,262* ,214 ,018 ,125 ,120 -,007 -,094 ,184 ,474**

,000 ,082 ,004 ,013 ,000 ,059 ,205 ,016 ,063 ,022 ,061 ,875 ,280 ,300 ,953 ,418 ,110 ,000
77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77

,185 ,200 1 ,458** ,479** -,068 ,255* ,189 ,112 ,103 -,016 ,044 -,025 ,036 ,402** ,193 ,035 -,035 ,362**

,108 ,082 ,000 ,000 ,555 ,025 ,099 ,334 ,374 ,891 ,706 ,831 ,756 ,000 ,093 ,762 ,763 ,001
77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77

,369** ,327** ,458** 1 ,718** ,248* ,463** ,395** ,377** ,344** ,201 ,329** ,213 ,167 ,338** ,407** ,292** ,305** ,713**

,001 ,004 ,000 ,000 ,030 ,000 ,000 ,001 ,002 ,080 ,003 ,063 ,147 ,003 ,000 ,010 ,007 ,000
77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77

,262* ,283* ,479** ,718** 1 ,281* ,468** ,441** ,444** ,268* ,174 ,314** ,207 ,217 ,376** ,418** ,394** ,382** ,735**

,021 ,013 ,000 ,000 ,013 ,000 ,000 ,000 ,019 ,131 ,005 ,071 ,058 ,001 ,000 ,000 ,001 ,000
77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77

,355** ,398** -,068 ,248* ,281* 1 ,374** ,121 ,348** ,120 ,199 ,149 ,142 ,022 -,188 -,007 ,037 ,147 ,405**

,002 ,000 ,555 ,030 ,013 ,001 ,294 ,002 ,300 ,083 ,196 ,218 ,847 ,102 ,953 ,751 ,201 ,000
77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77

,216 ,216 ,255* ,463** ,468** ,374** 1 ,569** ,415** ,164 ,261* ,106 ,056 ,142 ,066 ,207 ,117 ,037 ,512**

,059 ,059 ,025 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,155 ,022 ,360 ,627 ,216 ,570 ,071 ,312 ,751 ,000
77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77

,000 ,146 ,189 ,395** ,441** ,121 ,569** 1 ,558** ,277* ,148 ,436** ,147 ,374** ,372** ,403** ,350** ,342** ,618**

1,000 ,205 ,099 ,000 ,000 ,294 ,000 ,000 ,015 ,200 ,000 ,201 ,001 ,001 ,000 ,002 ,002 ,000
77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77

,208 ,273* ,112 ,377** ,444** ,348** ,415** ,558** 1 ,374** ,360** ,418** ,083 ,153 ,280* ,430** ,364** ,400** ,667**

,070 ,016 ,334 ,001 ,000 ,002 ,000 ,000 ,001 ,001 ,000 ,471 ,183 ,014 ,000 ,001 ,000 ,000
77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77

,028 ,213 ,103 ,344** ,268* ,120 ,164 ,277* ,374** 1 ,654** ,429** ,355** ,193 ,410** ,289* ,069 ,398** ,572**

,807 ,063 ,374 ,002 ,019 ,300 ,155 ,015 ,001 ,000 ,000 ,002 ,092 ,000 ,011 ,553 ,000 ,000
77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77

,224 ,262* -,016 ,201 ,174 ,199 ,261* ,148 ,360** ,654** 1 ,467** ,290* ,286* ,270* ,191 ,017 ,381** ,535**

,050 ,022 ,891 ,080 ,131 ,083 ,022 ,200 ,001 ,000 ,000 ,011 ,012 ,018 ,096 ,880 ,001 ,000
77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77

,038 ,214 ,044 ,329** ,314** ,149 ,106 ,436** ,418** ,429** ,467** 1 ,304** ,348** ,321** ,470** ,419** ,590** ,645**

,746 ,061 ,706 ,003 ,005 ,196 ,360 ,000 ,000 ,000 ,000 ,007 ,002 ,004 ,000 ,000 ,000 ,000
77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77

,097 ,018 -,025 ,213 ,207 ,142 ,056 ,147 ,083 ,355** ,290* ,304** 1 ,301** ,235* ,253* ,266* ,323** ,454**

,399 ,875 ,831 ,063 ,071 ,218 ,627 ,201 ,471 ,002 ,011 ,007 ,008 ,040 ,027 ,019 ,004 ,000
77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77

,064 ,125 ,036 ,167 ,217 ,022 ,142 ,374** ,153 ,193 ,286* ,348** ,301** 1 ,447** ,343** ,280* ,305** ,469**

,582 ,280 ,756 ,147 ,058 ,847 ,216 ,001 ,183 ,092 ,012 ,002 ,008 ,000 ,002 ,014 ,007 ,000
77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77

-,067 ,120 ,402** ,338** ,376** -,188 ,066 ,372** ,280* ,410** ,270* ,321** ,235* ,447** 1 ,469** ,154 ,427** ,537**

,565 ,300 ,000 ,003 ,001 ,102 ,570 ,001 ,014 ,000 ,018 ,004 ,040 ,000 ,000 ,180 ,000 ,000
77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77

-,105 -,007 ,193 ,407** ,418** -,007 ,207 ,403** ,430** ,289* ,191 ,470** ,253* ,343** ,469** 1 ,686** ,394** ,603**

,362 ,953 ,093 ,000 ,000 ,953 ,071 ,000 ,000 ,011 ,096 ,000 ,027 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000
77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77

-,049 -,094 ,035 ,292** ,394** ,037 ,117 ,350** ,364** ,069 ,017 ,419** ,266* ,280* ,154 ,686** 1 ,392** ,486**

,672 ,418 ,762 ,010 ,000 ,751 ,312 ,002 ,001 ,553 ,880 ,000 ,019 ,014 ,180 ,000 ,000 ,000
77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77

,117 ,184 -,035 ,305** ,382** ,147 ,037 ,342** ,400** ,398** ,381** ,590** ,323** ,305** ,427** ,394** ,392** 1 ,620**

,310 ,110 ,763 ,007 ,001 ,201 ,751 ,002 ,000 ,000 ,001 ,000 ,004 ,007 ,000 ,000 ,000 ,000
77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77

,378** ,474** ,362** ,713** ,735** ,405** ,512** ,618** ,667** ,572** ,535** ,645** ,454** ,469** ,537** ,603** ,486** ,620** 1
,001 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**.

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*.

RELIABILITY

  /VARIABLES=PT1 PT2 PT3 PT4 PT5 PT6 PR7 PR8 PR9 PP10 PP11 PP12 PA13 PA14 P

A15 PE16 PE17 PE18
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  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL

  /MODEL=ALPHA

  /SUMMARY=TOTAL.

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

N %
Cases Valid

Excludeda

Total

77 100,0

0 ,0

77 100,0

Listwise deletion based on all variables in the procedure.a.

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha N of Items

,852 18

Item-Total Statistics

Scale Mean if
Item Deleted

Scale Variance
if Item Deleted

Corrected Item-
Total

Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted
PT1
PT2
PT3
PT4
PT5
PT6
PR7
PR8
PR9
PP10
PP11
PP12
PA13
PA14
PA15
PE16
PE17
PE18

71,45 36,909 ,285 ,852
71,73 35,569 ,371 ,850
71,47 36,989 ,265 ,853
71,66 34,358 ,659 ,836
71,66 33,411 ,676 ,834
71,84 36,054 ,288 ,855
71,55 36,383 ,444 ,846
71,47 35,568 ,559 ,841
71,57 34,774 ,607 ,838
71,42 35,509 ,500 ,843
71,48 36,042 ,466 ,845
71,52 34,911 ,582 ,839
71,60 35,612 ,343 ,852
71,40 36,849 ,403 ,847
71,32 35,564 ,456 ,845
71,52 35,674 ,542 ,842
71,52 35,437 ,384 ,849
71,40 35,112 ,553 ,841

DATASET ACTIVATE DataSet1.
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DATASET ACTIVATE DataSet1.

SAVE OUTFILE='E:\Data Persepsi.sav'

  /COMPRESSED.

DATASET ACTIVATE DataSet1.

DATASET ACTIVATE DataSet1.
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DATASET ACTIVATE DataSet1.

DATASET CLOSE DataSet3.

FREQUENCIES VARIABLES=PT1 PT2 PT3 PT4 PT5 PT6 PR7 PR8 PR9 PP10 PP11 PP12 PA

13 PA14 PA15 PE16 PE17

    PE18

  /STATISTICS=STDDEV MEAN SUM

  /ORDER=ANALYSIS.

Frequencies
Statistics

PT1 PT2 PT3 PT4 PT5 PT6 PR7 PR8 PR9 PP10 PP11 PP12 PA13 PA14 PA15 PE16 PE17 PE18
N Valid

Missing
Mean
Std. Deviation
Sum

77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4,29 4,01 4,27 4,08 4,08 3,90 4,19 4,27 4,17 4,32 4,26 4,22 4,14 4,34 4,42 4,22 4,22 4,34
,646 ,769 ,662 ,623 ,721 ,821 ,539 ,553 ,616 ,616 ,571 ,620 ,806 ,503 ,656 ,553 ,772 ,620
330 309 329 314 314 300 323 329 321 333 328 325 319 334 340 325 325 334

Frequency Table

PT1

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 3

4
5
Total

8 10,4 10,4 10,4
39 50,6 50,6 61,0
30 39,0 39,0 100,0
77 100,0 100,0

PT2

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 2

3
4
5
Total

3 3,9 3,9 3,9
13 16,9 16,9 20,8
41 53,2 53,2 74,0
20 26,0 26,0 100,0
77 100,0 100,0

PT3

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 3

4
5
Total

9 11,7 11,7 11,7
38 49,4 49,4 61,0
30 39,0 39,0 100,0
77 100,0 100,0
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PT4

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 2

3
4
5
Total

1 1,3 1,3 1,3
9 11,7 11,7 13,0

50 64,9 64,9 77,9
17 22,1 22,1 100,0
77 100,0 100,0

PT5

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 2

3
4
5
Total

2 2,6 2,6 2,6
11 14,3 14,3 16,9
43 55,8 55,8 72,7
21 27,3 27,3 100,0
77 100,0 100,0

PT6

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 2

3
4
5
Total

7 9,1 9,1 9,1
9 11,7 11,7 20,8

46 59,7 59,7 80,5
15 19,5 19,5 100,0
77 100,0 100,0

PR7

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 3

4
5
Total

5 6,5 6,5 6,5
52 67,5 67,5 74,0
20 26,0 26,0 100,0
77 100,0 100,0

PR8

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 3

4
5
Total

4 5,2 5,2 5,2
48 62,3 62,3 67,5
25 32,5 32,5 100,0
77 100,0 100,0
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PR9

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 3

4
5
Total

9 11,7 11,7 11,7
46 59,7 59,7 71,4
22 28,6 28,6 100,0
77 100,0 100,0

PP10

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 2

3
4
5
Total

1 1,3 1,3 1,3
3 3,9 3,9 5,2

43 55,8 55,8 61,0
30 39,0 39,0 100,0
77 100,0 100,0

PP11

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 3

4
5
Total

5 6,5 6,5 6,5
47 61,0 61,0 67,5
25 32,5 32,5 100,0
77 100,0 100,0

PP12

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 2

3
4
5
Total

1 1,3 1,3 1,3
5 6,5 6,5 7,8

47 61,0 61,0 68,8
24 31,2 31,2 100,0
77 100,0 100,0

PA13

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 2

3
4
5
Total

4 5,2 5,2 5,2
8 10,4 10,4 15,6

38 49,4 49,4 64,9
27 35,1 35,1 100,0
77 100,0 100,0
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PA14

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 3

4
5
Total

1 1,3 1,3 1,3
49 63,6 63,6 64,9
27 35,1 35,1 100,0
77 100,0 100,0

PA15

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 2

3
4
5
Total

1 1,3 1,3 1,3
4 5,2 5,2 6,5

34 44,2 44,2 50,6
38 49,4 49,4 100,0
77 100,0 100,0

PE16

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 3

4
5
Total

5 6,5 6,5 6,5
50 64,9 64,9 71,4
22 28,6 28,6 100,0
77 100,0 100,0

PE17

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 1

3
4
5
Total

2 2,6 2,6 2,6
4 5,2 5,2 7,8

44 57,1 57,1 64,9
27 35,1 35,1 100,0
77 100,0 100,0

PE18

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 2

3
4
5
Total

1 1,3 1,3 1,3
3 3,9 3,9 5,2

42 54,5 54,5 59,7
31 40,3 40,3 100,0
77 100,0 100,0

DATASET ACTIVATE DataSet2.

FREQUENCIES VARIABLES=HT1 HT2 HT3 HT4 HT5 HT6 HT7 HT8 HT9 HT10 HT11 HT12 HT

13 HT14 HT15 HT16 HT17 Page 4
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FREQUENCIES VARIABLES=HT1 HT2 HT3 HT4 HT5 HT6 HT7 HT8 HT9 HT10 HT11 HT12 HT

13 HT14 HT15 HT16 HT17

    HT18

  /STATISTICS=STDDEV MEAN SUM

  /ORDER=ANALYSIS.

Frequencies
[DataSet2]

Statistics

HT1 HT2 HT3 HT4 HT5 HT6 HT7 HT8 HT9 HT10 HT11 HT12 HT13 HT14 HT15 HT16 HT17 HT18
N Valid

Missing
Mean
Std. Deviation
Sum

77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4,45 4,32 4,23 4,40 4,48 4,43 4,43 4,52 4,45 4,57 4,51 4,55 4,53 4,58 4,49 4,60 4,62 4,60
,597 ,715 ,930 ,568 ,576 ,696 ,616 ,503 ,551 ,498 ,529 ,527 ,598 ,547 ,661 ,544 ,608 ,494
343 333 326 339 345 341 341 348 343 352 347 350 349 353 346 354 356 354

Frequency Table

HT1

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 3

4
5
Total

4 5,2 5,2 5,2
34 44,2 44,2 49,4
39 50,6 50,6 100,0
77 100,0 100,0

HT2

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 2

3
4
5
Total

1 1,3 1,3 1,3
8 10,4 10,4 11,7

33 42,9 42,9 54,5
35 45,5 45,5 100,0
77 100,0 100,0

HT3

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 2

3
4
5
Total

5 6,5 6,5 6,5
11 14,3 14,3 20,8
22 28,6 28,6 49,4
39 50,6 50,6 100,0
77 100,0 100,0
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HT4

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 3

4
5
Total

3 3,9 3,9 3,9
40 51,9 51,9 55,8
34 44,2 44,2 100,0
77 100,0 100,0

HT5

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 3

4
5
Total

3 3,9 3,9 3,9
34 44,2 44,2 48,1
40 51,9 51,9 100,0
77 100,0 100,0

HT6

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 2

3
4
5
Total

1 1,3 1,3 1,3
6 7,8 7,8 9,1

29 37,7 37,7 46,8
41 53,2 53,2 100,0
77 100,0 100,0

HT7

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 3

4
5
Total

5 6,5 6,5 6,5
34 44,2 44,2 50,6
38 49,4 49,4 100,0
77 100,0 100,0

HT8

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 4

5
Total

37 48,1 48,1 48,1
40 51,9 51,9 100,0
77 100,0 100,0

Page 6

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


HT9

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 3

4
5
Total

2 2,6 2,6 2,6
38 49,4 49,4 51,9
37 48,1 48,1 100,0
77 100,0 100,0

HT10

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 4

5
Total

33 42,9 42,9 42,9
44 57,1 57,1 100,0
77 100,0 100,0

HT11

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 3

4
5
Total

1 1,3 1,3 1,3
36 46,8 46,8 48,1
40 51,9 51,9 100,0
77 100,0 100,0

HT12

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 3

4
5
Total

1 1,3 1,3 1,3
33 42,9 42,9 44,2
43 55,8 55,8 100,0
77 100,0 100,0

HT13

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 2

3
4
5
Total

1 1,3 1,3 1,3
1 1,3 1,3 2,6

31 40,3 40,3 42,9
44 57,1 57,1 100,0
77 100,0 100,0
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HT14

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 3

4
5
Total

2 2,6 2,6 2,6
28 36,4 36,4 39,0
47 61,0 61,0 100,0
77 100,0 100,0

HT15

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 2

3
4
5
Total

1 1,3 1,3 1,3
4 5,2 5,2 6,5

28 36,4 36,4 42,9
44 57,1 57,1 100,0
77 100,0 100,0

HT16

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 3

4
5
Total

2 2,6 2,6 2,6
27 35,1 35,1 37,7
48 62,3 62,3 100,0
77 100,0 100,0

HT17

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 2

3
4
5
Total

1 1,3 1,3 1,3
2 2,6 2,6 3,9

22 28,6 28,6 32,5
52 67,5 67,5 100,0
77 100,0 100,0

HT18

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 4

5
Total

31 40,3 40,3 40,3
46 59,7 59,7 100,0
77 100,0 100,0
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DOKUMENTASI 

1. Ruang Pelayanan di Kantor Kecamatan Pedurungan 

 

 
 

2. Ruang Kerja Staf di Kantor Kecamatan Pedurungan 
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3. Pengambilan Data Pelaku Usaha di Kantor Kecamatan Pedurungan 

 

 
4. Pengambilan data ke masyarakat 
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